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MOTTO

“Kalau hak orang dibelokkan di hadapan Yang Maha Tinggi, atau orang

diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya?”

-Perjanjian Lama : Ratapan 3:35-36-
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RINGKASAN

Jualbelimerupakansalahsatuwujuddariperjanjian. Ketentuan Pasal 1457
KUHPerdata memberikan pengertian mengenai jual beli yakni persetujuan yang mana
pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang dijanjikan. Pada ketentuan pasal ini memiliki 2 (dua) hal
yang terpenting yaitu tentang barang dan harga. Dalam melakukan jual beli, barang
yang menjadi objek haruslah kepunyaan dari penjual itu sendiri dan harga yang harus
dibayar oleh pembeli haruslah berupa uang. Menjual barang yang bukan kepunyaan
sendiri merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan kebatalan dalam perjanjian jual
beli itu sendiri. Hal tersebut telah dialami oleh Herman Raharja yang telah membeli
tanah dari Siti Aminah. Tanah yang telah dijual kepada Herman Raharja ternyata tidak
seluruhnya milik Siti Aminah. Atas hal tersebut timbul sengketa ketika Herman Raharja
mengetahui ada seseorang yang mendirikan bangunan diatas tanah yang telah ia beli
kepada Siti Aminah. Pada akhirnya Herman Raharja menggugat Erfan Fadillah dengan
perbuatan melawan hukum karena telah mendirikan bangunan tanpa seijin pemilik
tanah. Dengan adanya gugatan dari Herman Raharja, Erfan Fadillah tidak terima karena
ia merasa bahwa bangunan yang telah ia dirikan adalah diatas tanah kepunyaannya
sendiri. Pada putusan Mahkamah Agung No. 905 K/Pdt/2008 Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan mengenai akar permasalahan yang terjadi pada perkara tersebut.
Tidak cermatan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan mengakibatkan
Herman Raharja terus menerus melakukan upaya hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1)
Apakah jual beli tanah milik orang lain tanpa hak merupakan perbuatan melawan
hukum? (2) Apakah akibat hukum jual beli tanah milik orang lain tanpa hak? (3)
Apakahpertimbanganhukummajelis hakim dalamputusanperkara No. 905 K/Pdt/2008
telahsesuaidenganhukum yang berlaku? Tujuan umum penulisan ini adalah : (1)
UntukmemenuhipersyaratandalammemperolehgelarSarjanaHukum di
UniversitasJember. (2) Sebagaisaranauntukmengaplikasikanilmu yang
telahdiperolehselamaperkuliahandenganmembahasmengenaiJualBeli Tanah Milik
Orang Lain TanpaHak. (3)
Untukmemberikansumbanganpemikirankepadasetiapmasyarakatterkaitdenganpermasala
han yang dibahas.Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah : (1)
Untukmengetahuidanmemahamijualbelitanahmilik orang lain
tanpahakmerupakanperbuatanmelawanhukum. (2)
Untukmengetahuidanmemahamiakibathukumjualbelitanahmilik orang lain tanpahak. (3)
Untukmengetahuidanmemahamikesesuaianpertimbanganhukummajelis hakim
dalamputusanperkara No. 905 K/Pdt/2008 denganhukum yang berlaku.

Metode penulisan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian
yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
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hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum skripsi ini digunakan untuk menemukan
dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi
ini sehingga dapat memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa jual beli tanah milik
orang lain tanpa hak merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan terdapat hak orang lain
yang dilanggar sehingga timbul kerugian atas adanya perbuatan tersebut. Akibat hukum
jual beli tanah milik orang lain tanpa hak berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdata adalah
batal. Kata “batal” pada pasal tersebut harus diartikan sebagai dapat dibatalkan
(Vernietighbaar). Perjanjian dapat dibatalkan mengandung arti bahwa pembatalan
perjanjian tersebut harus dimintakan kepada hakim. Pertimbangan Majelis Hakim
Mahkamah Agung No. 905 K/Pdt/2008 yang mana mengambil alih pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam putusan No. 31.Pdt.G/2006/PN.Jr.
telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun pada pertimbangannya
masih ada beberapa hal penting yang juga patut untuk dipertimbangkan. Hal tersebut
antara lain mengenai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mengingat
pada kasus diatas sebenarnya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah
Herman Raharja selaku penggugat. Selain itu isu hukum yang paling menonjol pada
kasus ini adalah jual beli tanah milik orang lain tanpa hak. Majelis Hakim tidak
memberikan pertimbangan mengenai terjadinya jual beli barang milik orang lain tanpa
hak tersebut.

Saran yang dapat diberikan adalah harusnya pembeli dalam melakukan jual beli
tanah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan tentang identitas tanah yang menjadi objek
jual beli, seperti halnya luas dan batas tanah.Hendaknya penjual bertanggungjawab atas
jual beli yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur pada Pasal 1474
KUHPerdata dan memberikan ganti kerugian kepada pihak pembeli akibat adanya
sengketa atas tanah tersebut.Hendaknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada
kasus secara lengkap, sehingga para pihak yang bersengketa memahami secara jelas
sengketa yang sedang dihadapi.
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1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan bagian yang penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap

masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selalu berkaitan dan

memerlukan tanah. Mulai dari bertani, berkebun, mendirikan bangunan diatasnya, dan

sebagainya. Untuk dapat menguasai dan berbuat secara leluasa terhadap tanah

diperlukan hak atas tanah. Hak atas tanah dapat berupa Hak Milik, Hak Guna

Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa dan lain sebagainya. Tanah Hak

Milik merupakan hak atas tanah yang terkuat jika dibandingkan dengan hak atas tanah

lainnya. Tanah hak milik memiliki sifat yang khas yaitu turun temurun, terkuat, dan

terpenuh.1 Sifatnya yang turun temurun menunjukan bahwa pemilik tanah dapat

mewariskan tanah tersebut kepada keturunannya tanpa batas waktu dan tanpa batas

generasi. Hak milik bersifat terkuat artinya, hak milik memiliki jangka waktu yang tidak

terbatas. Terpenuh memiliki arti memberikan wewenang yang paling luas terhadap

tanah jika dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya. Karena sifatnya yang unik

tersebut hak milik adalah hak atas tanah yang paling banyak dicari dan dibutuhkan oleh

kalangan masyarakat. Pada dasarnya semua hak atas tanah dapat beralih maupun

dialihkan hak kepemilikannya. Peralihan hak kepemilikan dapat terjadi melalui

pewarisan, jual beli, hibah wasiat, tukar menukar dan lain-lain.2

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan hak milik atas tanah

adalah melalui jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau

lebih yang mana pihak satu berkewajiban untuk membayar harga barang, dan pihak

yang lain berkewajiban untuk menyerahkan barang. Pada pasal 1457 KUHPerdata

mendefinisikan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk

membayar harga yang dijanjikan. Dalam jual beli tanah, tidak cukup hanya dengan

1 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 236.
2Ibid, hlm. 238.
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2

adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak. Karena kata sepakat dari kedua belah pihak

hanya mensahkan perjanjian jual beli yang telah mereka sepakati. Kedua belah pihak

juga harus memenuhi syarat sah dari perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320

KUHPerdata supaya tidak terjadi kebatalan yang terjadi dikemudian hari. Objek jual

beli haruslah milik penjual itu sendiri sebagai pemilik barang yang sah. Jual beli atas

barang milik orang lain berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata tidak

diperkenankan.

Dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji perkara yang terjadi antara

Erfan Fadillah dan Rusdiam dengan Herman Raharja dalam putusan Mahkamah Agung

Nomor 905K/PDT/2008. Dalam perkara tersebut Erfan Fadillah mendapat gugatan dari

Herman Raharja yang merasa dirugikan akibat Erfan Fadillah mendirikan bangunan

yaitu tempat cuci motor di atas tanah milik Herman Raharja berdasarkan Sertifikat Hak

Milik No. 4999/Kelurahan Jember kidul, Gambar situasi tanggal 13 Juli 1994

No.3068/1994, seluas 3.103 M2. Herman Raharja telah membeli tanah dengan Sertifikat

Hak Milik Nomor 4999 pada Siti Aminah. Siti Aminah adalah ahli waris dari Maryam

yang telah meninggal pada tahun 1994 dan meninggalkan harta berupa tanah petok C

3881 persil 68 S.II dengan luas 2.110 M2 yang menjadi hak Siti Aminah. Kemudian Siti

Aminah mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional yang kemudian

diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 4.999/Kelurahan Jember Kidul, Gambar Situasi

No.3068/1994 dengan luas 3.103 M2. Padahal terbitnya Sertifikat Hak Milik

No.4999/Kelurahan Jember Kidul, Gambar Situasi No.3068/1994 dengan luas 3.103 M2

tersebut berdasarkan petok C 3881 persil 68 S.II dengan luas 2.110 M2. Pada tahun

2005, tanah tersebut dijual oleh Siti Aminah kepada Herman Raharja.

Didalam gugat rekonpensi Erfan Fadillah menerangkan bahwa penggugat

merupakan ahli waris dari Sunaryo Satujo yang telah meninggal dunia dan

meninggalkan harta warisan berupa tanah petok C. 1109, persil 75, D.I dengan luas 750

M2 yang sekarang dikuasai oleh Penggugat rekonvensi. Menerangkan pula bahwa tanah

yang dimiliki oleh Tergugat dalam rekonvensi adalah Sertifikat Hak Milik

No.4999/Kelurahan Jember Kidul, Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1994 No.3068/1994

seluas 3.103 M2 adalah berasal dari petunjuk kutipan petok C. No. 3881, persil 68, S.II
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luas 2.110 M2, tetapi pada kenyataannya pada gambar situasi menjadi seluas 3.103 M2,

hal ini sangat jelas kelebihan luas sebesar 993 M2, yang mana kelebihan tersebut

merupakan tanah sengketa seluas 750 M2 sesuai dengan petok yang dimiliki Penggugat

dalam rekonvensi yaitu petok C. 1109 atas nama Sunaryo Satujo, persil 75, D.I luas 750

M2, dengan demikian terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 4999 tidak sah dan batal demi

hukum dikarenakan kelebihan luas tanah. Bahwa dengan tidak sahnya Sertifikat Hak

Milik No. 4999 atas nama Tergugat dalam rekonvensi, maka apa yang tercatat dalam

surat ukur/gambar situasi No. 3068/1994, tanggal 13 Juli 1994 tidak sah pula dan

dinyatakan cacat hukum.

Jika melihat dari kasus diatas, Siti Aminah berdasarkan petok C. No. 3881, persil

68, S.II sebenarnya hanya memiliki tanah seluas 2.110 M2, yang mana tanah tersebut

telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 4999 dengan luas 3.103 M2.

Kemudian tanah tersebut dijual kepada Herman Raharja yang mana telah terjadi

kelebihan luas tanah sebesar 993 M2. Dalam kasus ini menunjukan bahwa Siti Aminah

tidak hanya menjual tanahnya sendiri melainkan menjual tanah milik orang lain juga.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skipsi yang

berjudul “Jual Beli Tanah Milik Orang Lain Tanpa Hak (Kajian Putusan

Mahkamah Agung Perkara No. 905 K/Pdt/2008)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan

dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah jual beli tanah milik orang lain tanpa hak merupakan perbuatan

melawan hukum?

2. Apakah akibat hukum jual beli tanah milik orang lain tanpa hak?

3. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara No. 905

K/Pdt/2008 telah sesuai dengan hukum yang berlaku?
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1.3 Tujuan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini menuju sasaran yang tepat, maka penulis menerapkan

dari penulisan skripsi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di

Universitas Jember;

2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama

perkuliahan dengan membahas mengenai Jual Beli Tanah Milik Orang Lain

Tanpa Hak;

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada setiap masyarakat terkait

dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami jual beli tanah milik orang lain tanpa hak

merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jual beli tanah milik orang lain

tanpa hak.

3. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum majelis

hakim dalam putusan perkara No. 905 K/Pdt/2008 dengan hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya

tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisian terhadap obyek studi dapat dilakukan

dengan benar dan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Metode

penelitian juga penting dalam melakukan penelitian hukum, yaitu sebagai suatu proses

untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna

menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis

bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis atas
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objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.3 Metode yang tepat diharapkan

dapat member alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pengkajian karya ilmiah

agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam

menjawab isu hukum yang diangkat. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai

berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang

difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe

penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum

yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang

berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang

akan dibahas dalam skripsi ini.4

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah

undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang akan

dihadapi dan dipecahkan. Dalam pendekatan undang-undang ditujukan untuk

mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang satu dengan

undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang

Dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.5

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang beranjak

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan azas-azas hukum yang relevan

dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-

3Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.
4Ibid., hlm 81.
5Ibid.,hlm. 93.
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doktrin tersebut, merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.6

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Untuk memecahkan isu hukum

yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.7 Sumber

bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah, Pertama bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan

hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.8 Dalam penyusunan

skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2043).

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3696).

5. Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 31/Pdt.G/2006/PN.Jr.

6. Putusan Mahkamah Agung No. 905 K/Pdt/2008.

Kedua bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

6Ibid.,hlm. 95.
7Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta,
2014. Hlm. 48.
8Peter Mahmud Marzuki, 2005,Op. Cit.,hlm. 141.
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putusan pengadilan.9 Buku yang dapat menjadi bahan hukum tentunya adalah buku-

buku tentang hukum atau buku teks hukum.10 Bahan hukum sekunder yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks yang relevan dengan judul dan

pembahasan dalam penulisan skripsi.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari

pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Analisa bahan hukum yang dipergunakan

dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari

pembahasan yang bersifat umum menuju ke pembahasan yang bersifat khusus. Langkah

selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi fakta hukum, melakukan telaah atas

isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian

menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum serta

memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam

kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang

bersifat preskriptif dan terapan.11

9Ibid
10Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Op. Cit., hlm. 91
11Ibid.,hlm. 171.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan hal yang sudah sangat dikenal dalam kalangan

masyarakat, karena perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dekat sekali dengan

kehidupan masyarakat. Istilah perjanjian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar

janji yang dalam bahasa Belanda diartikan overeenkomst. Banyak sekali para ahli yang

mendefinisikan tentang perjanjian. J. Satrio12 berpendapat bahwa perjanjian memiliki

pengertian dalam arti luas yangmerupakan setiap perjanjian yang menimbulkan akibat

hukum sebagai yang dikehendakioleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan,

perjanjian kawin dan lain-lain, juga dalam arti sempit yaituperjanjian hanya ditunjukan

kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang

dimaksud dalam Buku III BW.

Henry Campbell Black13 juga mengemukakan pendapatnya tentang definisi dari

perjanjian sebagai berikut,“Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih

pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan

hukum.”Wirjono Prodjodikoro14 memberikan definisi perjanjian sebagai berikut,“Suatu

perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak

berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan

sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”

Kamus hukum juga memberikan pengertian mengenai perjanjian sebagai

berikut, “Persetujuan secara tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih

dimana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu

sebagai kesepakatan bersama.”15Pada dasarnya perjanjian merupakan tindakan untuk

mengikat kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan tertentu. Pada ketentuan

12 J. Satrio, Hukum Perjanjian, Cet. 1, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 23.
13Munir Fuady, 2014, Loc. Cit., hlm. 180.
14Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm. 4.
15Charlie Rudyat,Kamus Hukum, Pustaka Mahardika, 2010, hlm. 349.

8

1
Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9

KUHPerdata pasal 1313 juga memberikan definisi tentang perjanjian yakni, suatu

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih.Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa

pengertian tentang perjanjian merupakan pengikatan para pihak yang terlibat dalam

perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.Karenanya perjanjian juga menjadi

suatu undang-undang yang harus ditaati bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat pada pihak yang melakukan

perjanjian ketika para pihak telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

hukum yang berlaku. Beberapa syarat dari perjanjian ini haruslah diperhatikan oleh

semua orang supaya dalam melakukan perjanjian, tidak akan timbul permasalahan di

kemudian hari. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338

KUHPerdata,“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan bebas.Bebas disini bukan bebas

secara mutlak, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya

perjanjian. Dengan kata lain maksud dari kebebasan berkontrak adalah bebas untuk

menentukan atau menetapkan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.Syarat sahnya

perjanjian tertuang jelas pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

“supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Maksudnya adalah para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian

telah tercapai persesuaian kehendak dan dalam hal tersebut tidak terdapat unsur

paksaan, penipuan, kekeliruan oleh para pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan adalah dimana seseorang telah dewasa dan mampu untuk melakukan

suatu perbuatan hukum.Pada Pasal 330 KUHPerdata menjelaskan seseorang

dapat dikatakan telah dewasa jika sudah genap berumur 21 tahun, sudah kawin
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meskipun usianya belum 21 tahun, sudah kawin dan telah bercerai meskipun

umurnya belum 21 tahun.

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Mengenai “pokok persoalan tertentu” yang tercantum pada ketentuan pasal 1320

KUHPerdata haruslah dijelaskan lebih dalam agar tidak terjadi salah penafsiran.

Sebenarnya yang dimaksudkan dengan “pokok persoalan tertentu” adalah objek

dari perjanjian itu sendiri. Munir Fuady dalam bukunya Konsep Hukum

Perjanjian juga memberikan penafsiran mengenai “pokok persoalan tertentu.”

Menurutnya, persyaratan perihal tertentu adalah persyaratan tentang objek

tertentu dari suatu perjanjian.16 J. Satrio17 juga berpendapat bahwa “suatu hal

tertentu” dalam suatu perjanjian adalah objek dari perjanjian, suatu pokok untuk

mana diadakan suatu perjanjian. Objek dalam perjanjian haruslah jelas

wujudnya, jumlahnya dapat ditentukan,dan dapat diperdagangkan.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu sebab yang terlarang telah diatur secara jelas pada Pasal 1335 dan 1337

KUHPerdata. Pasal 1335 “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat

berdasarkan suatu sebab yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Sedangkan pada Pasal 1337 menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, jika

sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan

kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

2.1.3 Asas-asas Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:18

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Dalam asas ini pada umumnya memberikan kebebasan kepada semua orang

dalam melakukan dan menentukan isi dari perjanjian. Setiap orang yang

melakukan perjanjian, bebas untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan

16Munir Fuady, 2014, Op. Cit., hlm. 200.
17J. Satrio, 1992,Loc. Cit., hlm. 296.
18Ibid, hlm. 181.
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dimuat dalam perjanjian, bebas dengan siapa dia membuat perjanjian, bebas

untuk menimbulkan kewajiban apa saja,sepanjang prestasi yang wajib dilakukan

tersebut bukanlah sesuatu yang terlarangdan tidak bertentangan dengan undang-

undang.19

2. Asas Pacta Sunt Servanda.

Asas ini terdapat pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdata ayat (1). Secara

harfiah, pacta sunt servandaberarti bahwa “perjanjian itu mengikat”.

Mengikatnya suatu perjanjian merupakan hasil dari kesesuaian kehendak antara

para pihak dalam perjanjian.Kekuatan mengikat perjanjian pada prinsipnya

mempunyai daya kerja sebatas para pihak yang membuat perjanjian.20

3. Asas Konsensualisme.

Pada dasarnya, asas ini menekankan bahwa sahnya suatu perjanjian tidaklah

harus berbentuk formal, tetapi dengan adanya kata sepakat dari keduabelah

pihak sudah cukup untuk menyatakan bahwa para pihak telah melakukan

perjanjian. Munir Fuady21 juga berpendapat bahwa, perjanjian tersebut sudah

sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh, meskipun

perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis.

4. Asas Kepastian Hukum.

Kebebasan untuk memperjanjikan suatu hal maupun dengan siapa melakukan

perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang. Dengan

kata lain bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah diakui oleh undang-

undang sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.22

5. Asas Itikatbaik.

Itikad baik pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata”perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikat baik”.pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 KUHPerdata

adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia memulai menguasai

barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk

19Ibid.
20Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 103.
21Munir Fuady, 2014, Op. Cit., hlm. 183.
22Ibid.
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mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi.23 Titik berat itikad baik

disini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu

tindakan sebagai pelaksanaan suatu hal.

2.1.4 Kebatalan Perjanjian

Pada umumnya perjanjian yang tidak sah disebabkan oleh tidak terpenuhinya

unsur-unsur dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Ada 2

(dua) akibat hukum ketika syarat dari perjanjian tersebut tidak dipenuhi yaitu, batal

demi hukum (Nietig) dan dapat dibatalkan (Vernietigbaar). Apabila perjanjian batal

demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan

demikian tidak pernah ada suatu perikatan.24 Perjanjian dapat dikatakan batal demi

hukum jika syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPerdata tidak dipenuhi yaitu, suatu hal

yang tertentu dan suatu sebab yang halal. Selain alasan-alasan itu, juga terdapat

beberapa alasan yang dapat membuat suatu perjanjian tersebut menjadi batal demi

hukum, diantaranya:

a. Batal Demi Hukum Karena Syarat Perjanjian Formil Tidak Terpenuhi

Ahli hukum memberikan pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian yang

tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang-

undang juga disyaratkan adanya formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar

perjanjian tersebut sah demi hukum. Misalnya, tentang bentuk atau format

perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu, yakni dengan akta otentik

ataupun akta dibawah tangan. Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian

formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk format

perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui

peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum.25

23Firman Floranta Adonara, 2014, Loc. Cit., hlm. 108.
24Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal
Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 6.
25Ibid.
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b. Batal Demi Hukum Karena Syarat Objektif Sahnya Perjanjian Tidak Terpenuhi.

Syarat objektif dari sahnya perjanjian merupakan hal yang wajib dipenuhi

dalam melakukan perjanjian. Syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPerdata ialah

suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Suatu hal tertentu diartikan oleh

Mariam Darus Badrulzaman dan Herlien Boediono26 sebagai objek atau pokok

perjanjian, atau apa yang menjadi hak dari kreditor dan kewajiban bagi debitor.

Suatu hal tertentu haruslah berupa barang yang akan menjadi objek dari perjanjian

tersebut. Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan

jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang,

atau yang tidak mungkin dapat dilakukan, menjadi batal demi hukum.

Syarat objektif yang kedua adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang

halal disini diartikan sebagai suatu hal yang dilarang oleh undang-undang,

kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Pada Pasal 1254 dan 1335 KUHPerdata

didalamnya terdapat beberapa ketentuan mengenai “sebab halal”. Dalam pasal ini

jelas sekali bahwa perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab yang halal yaitu hal

yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum,

maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dengan kata lain

perjanjian menjadi tidak sah.

Perjanjian dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur subjektif dari syarat

sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para

pihak dan kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian. Maksud dapat dibatalkan

adalah perjanjian menjadi batal ketika ada yang memohonkan pembatalannya. Kedua

unsur ini harus dipahami lebih mendalam agar dapat memberi pengertian yang baik.

Kedua unsur tersebut antara lain:

1. Dapat Dibatalkan Karena Terdapat Cacat Kehendak Pihak Yang Membuatnya.

Dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak disini terjadi karena beberapa

faktor. Misalnya kesepakatan terjadi karena adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, rasa

takut karena hormat terhadap orang tua. Dalam hal tersebut perjanjian dapat dimintakan

26Ibid,hlm. 8.
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pembatalan karena perjanjian tidak terjadi atas dasar kehendak pihak yang membuat

perjanjian. Dalam KUHPerdata pada Pasal 1322 menyatakan,

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika
kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok
persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu
hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud
untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan
terutama karena diri orang yang bersangkutan.”

Disini jelas dikatakan bahwa persetujuan dapat batal jika kekhilafan terjadi pada

hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan dan mengenai orang yang terlibat

dalam perjanjian tersebut. Paksaan dalam KUHPerdata tercantum dalam Pasal 1323

sampai dengan Pasal 1327. Dalam pasal-pasal tersebut intinya, adanya paksaan pada

salah satu pihak yang termasuk dalam perjanjian, baik berupa ancaman ataupun hal

lainnya sehingga pihak yang berada di bawah ancaman itu merasa ketakutan dan secara

tidak bebas memberikan persetujuannya, maka perjanjian tersebut dikatakan batal.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pembuat undang-undang membedakan

antara paksaan yang membuat perjanjian mengandung unsur cacat kehendak dari pihak

yang membuatnya sehingga terancam pembatalan, dengan rasa takut karena hormat

kepada anggota keluarga dalam garis lurus ke atas.27 Hal ini tampak dari bunyi Pasal

1326 yaitu, “Rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu atau keluarga lain dalam garis

lurus keatas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan.”

Penipuan terjadi bila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu

atau tidak benar disertai akal cerdik atau tipu muslihat untuk membujuk pihak lawan

agar memberikan persetujuannya.28 Herlien Budiono juga menjelaskan bahwa penipuan

terjadi tidak saja jika suatu fakta tertentu dengan sengaja disembunyikan atau tidak

diungkapkan, tetapi juga bila suatu informasi yang keliru sengaja diberikan, atau bias

juga terjadi dengan tipu daya lainya. Dalam KUHPerdata penipuan diatur pada Pasal

1328 yang berbunyi,

27 Ibid.
28 Ibid.
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“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan,
bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa,
sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu
tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira,
melainkan harus dibuktikan.”

2. Dapat Dibatalkan Karena Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Cakap Hukum.

Dapat dibatalkannya perjanjian juga dapat terjadi jika syarat subjektif yang

kedua tidak dipenuhi yaitu, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Pada

dasarnya semua orang adalah cakap melakukan tidakan hukum selama tidak dilarang

oleh undang-undang yang mengatur. Pernyataan ini ditegaskan pada Pasal 1329

KUHPerdata, “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia

dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” Pada pasal berikutnya yaitu Pasal 1330

KUHPerdata menunjukan siapa saja yang dinyatakan tidak cakap:

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:
1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-

undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang
dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Orang yang tidak cakap yang pertama adalah anak yang belum dewasa.

Beberapa undang-undang memiliki patokan kedewasaan seseorang dalam melakukan

tindakan hukum. KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan telah

dewasa dan cakap bertindak adalah pada usia genap 21 tahun atau telah menikah

sebelum usia itu (Pasal 330 KUHPerdata). Karena kedewasaan dikaitkan dengan

kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang berangkat dari

anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun atau telah menikah

sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat

hukum dari perbuatannya, dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam

hukum.29Hal ini berbeda dengan ketentuan batas kedewasaan seseorang menurut hukum

adat. Hukum adat memberikan batas kedewasaan seseorang bukan berdasarkan usia,

29 Ade Maman Suherman dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, PT. Gramedia,
Jakarta 2010, hlm. 9-10.
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namun berdasarkan kemampuan seseorang tersebut. Biasanya orang dianggap dewasa

setelah menikah atau meninggalkan rumah keluarga dan mulai hidup mandiri.  Hukum

adat memberikan batas dewasa seseorang dengan diukur menurut keadaan seseorang

yang sebenarnya. Jadi untuk menentukan apakah seseorang “cakap untuk bertindak”,

Hukum adat tidak memakai ukuran sekian banyak tahun yang telah dilalui seseorang,

tetapi berpatokan pada apa yang secara riil tampak.

Batasan kedewasaan seseorang juga diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa seseorang

dapat dikatakan telah dewasa dan cakap bertindak, jika orang tersebut telah menginjak

usia genap 18 tahun. Undang-undang Perkawinan sebagai Undang-undang yang relatif

baru dan bersifat nasional dan dengan berpatokan pada asas lex postiori derogate lex

priori maka dapat di katakan bahwa kita telah mempunyai patokan umum untuk

menetapkan usia dewasa, yaitu 18 tahun.30 Berbeda halnya dengan Badan Pertanahan

Nasional (BPN). Dalam hal kedewasaan seseorang, BPN menetapkan seseorang

dikatakan dewasa ketika ia genap berumur 21 tahun. BPN yang melaksanakan Undang-

Undang Pokok Agraria, yang ketentuannya mestinya dimaksudkan untuk berlaku

nasional. Dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria mengatakan bahwa Undang-

undang Pokok Agraria mendasarkan kepada Hukum Adat, ternyata memakai patokan

yang berbeda-beda untuk menetapkan kecakapan bertindak, dan tidak secara konsekuen

berpegang kepada ukuran dewasa hukum adat dan malahan memakai ukuran

“banyaknya tahun”.31

Orang yang dinilai tidak cakap yang kedua adalah orang yang ditaruh di bawah

pengampuan. Menurut P.N.H Simanjuntak, pengampuan (curatele) adalah suatu daya

upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti

orang yang belum dewasa.32 Pengampuan ini hanya berlaku untuk orang yang telah

dewasa namun tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri. Hal ini

didukung oleh pasal 462 KUHPerdata yang berbunyi, “Setiap anak yang belum dewasa

30Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 34, Intermasa, Jakarta,2010, hlm. 21.
31Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010, Op. Cit., hlm. 10.
32P.N.H Simanjuntak,Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cetakan keempat, Djambatan, Jakarta,
2009, hlm. 26.
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yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau gelap mata, tidak boleh ditaruh di

bawah pengampuan, melainkan tetaplah ia di bawah pengawasan bapak dan ibunya atau

walinya.”

2.2 Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Setiap perbuatan dari seseorang yang bertentangan dengan Undang-Undang dan

norma yang ada sejatinya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Untuk istilah

“perbuatan melawan hukum” ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah

“onrechmatige daad” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “tort”.33Di

Indonesia, perbuatan melawan hukum secara normatif selalu menunjuk pada ketentuan

Pasal 1365 KUHPerdata. Bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdata memberikan gambaran

mengenai perbuatan melawan hukum yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pada Pasal ini memberikan pengertian yang luas dari perbuatan melawan hukum

bahwa tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga norma-norma yang hidup

dalam masyarakat. Sebenarnya perbuatan melawan hukum telah mengalami berbagai

penafsiran yang berbeda-beda sebelum dan sesudah tahun 1919. Sebelum tahun 1919,

Hoge Raad berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit,

dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum

pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.34Dahulu, pengadilan menafsirkan

“melawan hukum” sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata

(pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi

33Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 2.
34 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,
2003, hlm. 51.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18

perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum”

bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan

juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam

pergaulan hidup masyarakat.35Sejak saat itu di negeri Belanda, demikian juga di

Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yang mencakup salah

satu dari perbuatan-perbuatan berikut:36

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam

pergaulan masyarakat yang baik.

2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika

perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan

melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:37

1. Adanya Suatu Perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya.

Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan, baik

berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, misalnya berbuat sesuatu, padahal

dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul

dari hukum yang berlaku. Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak

ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “kausa yang

diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

35Ibid. hlm. 5-6.
36Munir Fuady, 2014, Loc. Cit., Konsep Hukum Perdata, hlm 250-252.
37Ibid. hlm. 254-256.
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2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum atau undang-undang

dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Sejak tahun 1919, unsur

melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-

hal sebagai berikut:

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau

b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku.

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut,

undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah

mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu,

tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kalaupun dalam hal tertentu diberlakukan

tanggung jawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365

KUHPerdata, tetapi didasarkan pada undang-undang yang lainnya.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban.

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan

kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka

kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil,

yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai

dengan uang.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi

juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan

sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori
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penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact)

hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi.

2.3 Jual Beli

2.3.1 Pengertian Jual Beli

KUHPerdata memberikan definisi mengenai perjanjian pada Pasal 1457 yang

berbunyi :Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang

dijanjikan.Pengertian yang dituangkan pada KUHPerdata, juga menyimpulkan bahwa

jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban penjual untuk

memberikan sesuatu kepada pihak pembeli, dalam hal ini terwujud dalam bentuk

penyerahan kebendaaan. Subekti38 juga memberikan definisi mengenai jual beli sebagai

berikut:

“Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu

berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya

berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari

perolehan hak milik tersebut”.

Pada perjanjian jual beli terdapat asas “konsensualisme” yang artinya perjanjian

jual beli dikatakan “lahir” ketika sudah ada kata sepakat dari kedua belah pihak

meskipun belum dilakukan pembayaran atas objek jual beli tersebut. Kesepakatan

dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian

kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki

oleh yang lain.39 Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi

sebagai berikut:

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah

mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum

diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

38Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. 10, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 1.
39Ibid., hlm 3.
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Hal pokok yang ada dalam jual beli adalah barang dan harga. Benda merupakan

objek jual beli yang mutlak keberadaannya. Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan

“Hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok

perjanjian.” Hanya benda yang dapat diperdagangkan saja, maka sudah selayaknya jika

objek perjanjian jual beli merupakan benda. Pengertian dari benda sendiri adalah segala

sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.40KUHPerdata juga memberikan pengertian

tentang benda pada ketentuan Pasal 499 yaitu, barang adalah benda dan tiap hak yang

dapat menjadi obyek dari hak milik.

Sementara itu yang dimaksudkan dengan “harga”yang tertuang pada Pasal 1457

KUHPerdata haruslah berupa uang dan bukan hal yang lain. Karena jika harga yang

dimaksud bukan merupakan uang melainkan hal yang lain, seperti barang misalnya,

maka yang dimaksud bukanlah jual beli lagi melainkan tukar menukar seperti yang

dijelaskan pada pasal 1541 KUHPerdata yang berbunyi, “Tukar menukar ialah suatu

persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan

suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.” Tidak ada pembatasan

mengenai mata uang yang harus dipakai dalam melakukan perjanjian. Tetapi dalam hal

uang, bukan serta merta dalam wujud “uang” melainkan uang sebagai alat pembayaran

yang sah. Apabila prestasi dari pihak yang satu adalah sebuah mobil dan prestasi dari

pihak yang lainnya adalah sejumlah uang kuno, maka tidak ada perjanjian jual beli

melainkan perjanjian tukar menukar.41Diperlukan kehati-hatian agar perjanjian jual beli

tidak kehilangan sifat perjanjian jual belinya. Dalam hal pembayaran dengan mata uang

Negara manapun diperbolehkan asalkan disebutkan secara jelas pada isi dari perjanjian

dan hal tersebut disepakati oleh para pihak.

40 Subekti, Hukum Perdata, Cet. 29, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 60.
41 Hartono Soerjopratiknjo, Aneka Perjanjian Jual-Beli, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta,
1982, hlm. 1.
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2.3.2 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam melakukan jual beli, tentulah terdapat hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli. Hak dan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Menurut ketentuan pada Pasal 1458 dan Pasal 1474 KUHPerdata terdapat 3 (tiga)

hal pokok yang harus dipenuhi pada saat terjadinya jual beli yaitu:

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli

hingga saat penyerahannya;

2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau

jika telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli;

3. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Pada Pasal 1491 KUHPerdata menyatakan bahwa penanggungan objek jual beli

juga merupakan kewajiban dari penjual. Penanggungan dalam hal ini penjual harus

memberikan kenyamanan terhadap pembeli akan barang yang diperjanjikan. Pasal ini

menerangkan sebagai berikut,

“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah
untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu
secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut
yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk
pembatalan pembeliannya.”

Yang dimaksud dari “aman dan tenteram” pada pasal ini adalah kebendaan yang

dijual oleh penjual tersebut tidak dimiliki secara bersama-sama dengan pihak lain,

artinya bahwa kebendaan yang dijual tersebut masih terdapat hak pihak lain atau dengan

kata lain, kebendaan yang dijual adalah milik bersama, dan oleh karenanya penjual tidak

berhak untuk menjualnya, karena ia belum memperoleh persetujuan dari seluruh

pemilik kebendaan yang dijual tersebut.

Subekti42 juga menerangkan bahwa kewajiban untuk menanggung kenikmatan

tenteram merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada

42Subekti, 2001,Op. Cit., Aneka Perjanjian, hlm 17.
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pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang

bebas dari suatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak. Pernyataan ini menegaskan

bahwa objek kebendaan pada jual beli haruslah milik penjual sendiri dan memang

dikuasai oleh pihak penjual itu sendiri. Pembeli dapat menuntut ganti kerugian apabila

pembeli mengalami tuntutan dari pihak ketiga atas barang yang telah dia beli kepada

pihak penjual tersebut.Kemudian pengertian tentang cacat-cacat barang tersebut yang

tersembunyi adalah jika mengakibatkan kebendaan yang dibeli tidak dapat

dipergunakan sesuai dengan maksud penggunaannya dan berkurangnya manfaat dari

kegunaan benda itu.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Kewajiban dari pihak pembeli yang paling mendasar adalah membayar objek

jual beli dengan harga yang telah disepakati bersama dan berhak untuk menerima,

menikmati, dan menguasai barang yang telah dibayarkan. Harga yang dimaksudkan

haruslah berupa uang dan bukan hal yang lain. Tentang macam uang, dapat diterangkan

bahwa, meskipun jual beli terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu

ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk

menetapkan dalam mata uang apa saja.43 Jika pembeli tidak membayar harga

pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang dapat menjadi dasar penjual

untuk menuntut ganti kerugian atau pembatalan menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267

KUHPerdata. Jika pembeli pada suatu masa diganggu atas pemilikan barang yang telah

ia beli oleh pihak ketiga, maka penjual harus bertanggung jawab untuk memberikan

ganti kerugian atas apa yang telah terjadi akibat barang tersebut. Pada dasarnya penjual

memiliki 2 kewajiban yang paling utama yaitu, menjamin barang dari adanya cacat

tersembunyi dan menanggung barang atas ganggugan pihak ketiga.

43Ibid, hlm. 21.
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2.4 Hak Milik Atas Tanah

2.4.1 Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA

Hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) Pasal 20 mendefinisikan hak

milik sebagai berikut:

(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

“Turun temurun” artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya

orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya

meninggal dunia.44Hak milik memiliki sifat yang “turun temurun” atau dapat

diwariskan, maka hal ini sangatlah berbahaya jika orang asing dapat memilikinya.

Kalau hal itu terjadi dengan orang asing, konsekuensinya ialah orang asing tersebut bisa

mendominasi suatu Negara melalui pemilikan bidang pertanahan.45

Kata “terkuat” menunjukkan:46

a. Jangka waktu dari Hak Milik tidak terbatas. Jadi berlainan dengan Hak Guna

Usaha atau Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya tertentu.

b. Hak yang terdaftar dan adanya “tanda bukti hak”: Hak Milik juga hak yang kuat,

karena terdaftar dan yang empunya diberi “tanda bukti hak”. Berarti mudah

dipertahankan terhadap pihak lain.

Kata “terpenuh” artinya:47

a. Hak Milik itu memberikan wewenang kepada yang empunya, yang paling luas

jika dibandingkan dengan hak yang lain.

b. Hak milik bisa merupakan induk dari pada hak-hak lainnya. Artinya seorang

pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang

kurang daripada Hak Milik: menyewakan, membagihasilkan, menggadaikan,

44Efendi Perangin, 1986, Op. Cit., hlm.236.
45Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,hlm. 8.
46Ibid.
47Ibid.
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menyerahkan tanah itu pada pihak lain dengan Hak Guna Bangunan atau Hak

Pakai.

c. Hak Milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, karena Hak Milik adalah

hak yang paling penuh, sedangkan hak-hak lain itu kurang penuh.

d. Dilihat dari “peruntukannya” Hak Milik juga tidak terbatas. Berbeda dengan

Hak Guna Bangunan yang untuk keperluan bangunan saja, Hak Guna Usaha

terbatas hanya untuk usaha pertanian. Hak Milik dapat digunakan untuk usaha

pertanian dan dapat digunakan untuk mendirikan bangunan.

Hak milik menurut UUPA adalah hak milik yang mempunyai fungsi sosial

seperti juga semua hak atas tanah lainnya (Pasal 6 UUPA) sehingga hal ini mengandung

arti bahwa hak milik atas tanah tersebut disamping hanya memberikan manfaat bagi

pemiliknya, harus diusahakan pula agar sedapat mungkin dapat bermanfaat bagi orang

lain atau kepentingan umum bila keadaan memang memerlukan. Hak milik hanya boleh

dipunyai orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama orang lain. Sedangkan Badan

hukum tidak boleh memiliki tanah dengan Hak Milik (Pasal 21 UUPA), kecuali yang

ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan.48

2.4.2 Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan atas tanah dapat terjadi dengan berbagai cara diantaranya, peralihan

hak atas tanah melalui jual beli, penghibahan, perwarisan, pewakafan. Peralihan hak

atas tanah salah satunya dapat terjadi karena adanya jual beli yang dilakukan oleh para

pihak dengan tanah sebagai objeknya. Jual beli tanah memiliki 2 (dua) versi yaitu, jual

beli tanah menurut hukum adat dan jual beli tanah menurut UUPA.

a. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat

Dalam pasal 5 UUPA menjelaskan bahwa hukum tanah nasional merupakan

hukum Adat. Tetapi yang dimaksud dengan hukum adat disini adalah hukum adat yang

telah di-saneer yang telah dihilangkan cacat-cacatnya atau dengan kata lain telah

disempurnakan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli tanah menurut hukum

48Effendi Perangin, 1986, Op. Cit., hlm. 240.
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nasional kita adalah jual beli tanah menurut hukum adat.Menurut hukum adat, jual beli

tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat “terang” dan

“tunai”.49 Yang dimaksud “terang” disini adalah pemindahan hak tersebut harus

dilakukan dihadapan kepala adat, sedangkan “tunai” berarti pemindahan hak dan

pembayaran dilakukan secara serentak.

Prosedur jual beli tanah dalam hukum adat diawali dengan adanya kata sepakat

antara kedua pihak mengenai objek jual belinya. Setelah mereka sepakat dengan harga

yang telah ditentukan, biasanya diikuti dengan pemberian panjer. Panjer disini berfungsi

sebagai tanda jadi bahwa akan dilaksanakan jual beli dan dapat menimbulkan ikatan

moral antara kedua pihak untuk melakukan jual beli. Bila pemberi panjer ingkar janji,

maka panjer menjadi milik si penerima panjer. Sebaliknya, bila keingkaran tersebut ada

pada pihak penerima panjer, panjer harus dikembalikan kepada pemberi panjer. Jika

tidak ada ingkar janji, maka dapatlah diselenggarakan pelaksanaan jual beli tanahnya,

dengan calon penjual dan calon pembeli menghadap Kepala Desa (Adat) untuk

menyatakan maksud mereka itu. Kemudian oleh penjual dibuat suatu akta bermaterai

yang menyatakan bahwa benar ia telah menyerahkan tanah miliknya untuk selama-

lamanya kepada pembeli dan bahwa benar ia telah menerima harga secara penuh. Akta

tersebut turut ditandatangani oleh pembeli dan Kepala Desa (Adat). Dengan

ditandatanganinya akta tersebut, maka perbuatan jual beli itu selesai. Pembeli kini

menjadi pemegang hak atas tanahnya yang baru dan sebagai tanda buktinya adalah surat

jual beli tersebut.50

b. Jual Beli Tanah Menurut UUPA

Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang

menyangkut jual beli hak atas tanah. Apa yang dimaksud jual beli itu sendiri oleh

UUPA tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi mengingat Pasal 5 UUPA disebutkan

bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, berarti kita menggunakan

konsepsi, asas-asas, lembaga hukum, dan sistem hukum adat. Sejak berlakunya PP No.

10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh para pihak

49Ibid, hlm. 71-72.
50Ibid, hlm. 73.
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dihadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Akta jual beli yang telah

ditandatangani oleh para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual

kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai

dan menunjukan bahwa secara nyata perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah

dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan bahwa benar-benar telah dilakukan perbuatan

hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya dan pembayaran harga. Dalam hal ini

akta juga berfungsi sebagai alat bukti yang kuat jika pada suatu ketika muncul sengketa

atas tanah.

c. Penghibahan Tanah

Pengertian hibah telah tercantum pada Pasal 1666 KUHPerdata. Pada Pasal

tersebut dijelaskan bahwa hibah merupakan perjanjian dimana penghibah dengan cuma-

cuma memberikan suatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan guna keperluan

penerima hibah. Dalam hal ini pemberi hibah tidak boleh memberikan hibah kepada

orang lain melebihi hak dari ahli waris.Dengan adanya hibah, hak atas kebendaanjuga

akan berpindah kepada orang lain.Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa

pemberian hibah atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT.

Dengan adanya akta hibah yang dibuat oleh PPAT maka hibah memiliki

kekuatan hukum yang kuat. Hal ini ditujukan semata-mata untuk memberikan kekuatan

hukum pada hibah dan dapat menjadi bukti yang kuat apabila dikemudian hari terjadi

sengketa. Agar menjadi alat bukti yang sah, akta hibah harus dibuat dan ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang terkait didalamnya.

d. Pewarisan Tanah

Menurut Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

perolehan hak milik atas tanah juga dapat terjadi karena adanya pewarisan dari pemilik

kepada ahli waris.Adanya pewarisan diakibatkan oleh adanya kematian. Dengan

meninggalnya pewaris, pada saat itu harta yang dimiliki oleh pewaris dapat berpindah

tangan kepada ahli waris dari pewaris itu. Namun tidak hanya ahli waris saja yang dapat

mendapatkan harta waris, melainkan orang yang diluar dari ahli waris juga dapat

memiliki hak yang sama asalkan telah tertera di surat wasiat.
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2.4.3 Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah dikenal dengan istilah Recht Kadaster dan memiliki tujuan

untuk memberikan kepastian hukum pada setiap orang yang memiliki hak atas tanah

dan dibuktikan dengan adanya Akta otentik terhadap tanah yang bersangkutan. Fiscal

Kadaster merupakan pendaftaran tanah yang tunduk pada hukum adat, yang bertujuan

untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajaknya diberikan tanda bukti berupa

pipil, girik atau petuk. Yang dimaksutkan dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan

teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat

sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.51

Di Indonesia menganut sistem Publikasi Negatif, dimana Negara hanya bersifat

pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran tanahnya.

Sebaliknya, dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem publikasi positif, orang

yang mendaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi

haknya.52 Konsekuensi penggunaan sistem ini adalah bahwa dalam proses

pendaftarannya harus benar-benar teliti bahwa orang yang meminta pendaftarannya

memang berhak atas tanah yang didaftarkan tersebut, artinya dia memperoleh tanah ini

dengan sah dari pihak yang benar-benar berwenang memindahkan hak atas tanah

tersebut dengan batas-batas tanah tersebut adalah benar adanya. Namun Indonesia tidak

menganut sistem publikasi negatif secara murni melainkan apa yang disebut sistem

negatif yang mengandung unsur positif, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 19

ayat (2) huruf c, yang menyatakan bahwa pendaftaran meliputi “pemberian surat-surat

tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”53

51Adrian Sutedi, 2007,Op. Cit., hlm. 114.
52Ibid, hlm. 113.
53Ibid, hlm. 121.
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Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan

perlindungan hukum kepada pemegang hak atastanah. Dengan diselenggarakannya

pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat

mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya,

letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang ada

diatasnya.54Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran

tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporandik. Pendaftaran tanah

secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan

secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftar dalam

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.55Pendaftaran tanah secara sporandik

adalah kegiatan pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/kelurahan secara individual atau massal.56

Dalam melakukan pendaftaran tanah diperlukan data yuridis dan data fisik

mengenai objek tanah tersebut.Dalam pengumpulan data fisik dilakukan kegiatan

pengukuran dan pemetaan tanah. Hal ini ditujukan supaya terbentuk peta dasar dan

memisahkan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. Dengan adanya peta dasar dapat

dihindari kemungkinan terjadinya sertifikat ganda pada objek tanah yang sama.Alat

bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah adalah buku tanah dan

Sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Sertifikat hanya

merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Kuat

tidak berarti mutlak, namun lebih dari yang lemah sehingga pendaftaran berarti lebih

menguatkan pembuktian pemilikan, akan tetapi tidak mutlak, yang berarti pemilik

terdaftar tidak dilindungi hukum dan bisa digugat.57 Oleh karena itu keterangan-

keterangan yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus

diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian

yang membuktikan sebaliknya.

54Effendi Perangin, 1986, Op. Cit., hlm. 95.
55Adrian Sutedi, 2007, Op. Cit., hlm. 136.
56Ibid, hlm. 136.
57Ibid, hlm. 113.
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Pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa,

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar

menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.” Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga

bertanggung jawab atas terbitnya akta bahkan PPAT diwajibkan untuk memeriksa

terlebih dahulu isi sertifikat hak yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di

kantor pertanahan sebelum membuat akta.
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BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil uraian diatas maka penulis mengambil 3

(tiga) kesimpulan yaitu:

1. Tindakan seseorang yang menjual tanah milik orang lain tanpa hak tersebut

telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada perbuatan melawan hukum.

Unsur perbuatan melawan hukum yang telah dipenuhi pada jual beli tanah

milik orang lain tanpa hak adalah terdapat perbuatan yang melawan hukum,

adanya kesalahan dari pihak penjual, dan adanya kerugian. Menjual tanah

milik orang lain tanpa hak secara nyata telah melanggar hak-hak atas

kekayaan dan kebendaan orang lain. Hak kekayaan dan hak kebendaan orang

lain yang telah dilanggar pasti menimbulkan kerugian atas perbuatan

tersebut. Adanya perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikategorikan

sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Akibat jual beli tanah milik orang lain berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdata

adalah batal. Namun “batal” yang dimaksudkan dalam pasal tersebut

bukanlan batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalannya di

pengadilan. Hal ini karena terdapat cacat kehendak dari pihak pembeli.

Pembeli dalam hal ini hanya mengetahui jika barang yang telah ia beli

merupakan barang milik penjual, tetapi pada kenyataannya barang yang telah

dibeli bukan milik penjual. Penjual dalam hal ini juga telah melakukan

penipuan kepada pembeli dengan menjual barang milik orang lain. Penipuan

merupakan salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Hal

tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 1449 KUHPerdata yaitu, perikatan yang

dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan
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untuk membatalkannya. Dengan demikian maksud dari kata “batal” yang

tepat adalah “dapat dimintakan pembatalan”.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 905 K/Pdt/2008 yang

mana mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jember dalam putusan No. 31.Pdt.G/2006/PN.Jr. telah sesuai dengan hukum

yang berlaku di Indonesia, namunpada pertimbangannya masih ada beberapa

hal penting yang juga patut untuk dipertimbangkan. Hal tersebut antara lain

mengenai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mengingat

pada kasus diatas sebenarnya yang telah melakukan perbuatan melawan

hukum adalah Herman Raharja selaku penggugat. Selain itu isu hukum yang

paling menonjol pada kasus ini adalah jual beli tanah milik orang lain tanpa

hak. Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan secara lengkap

mengenai terjadinya jual beli barang milik orang lain tanpa hak tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan

kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Harusnya pembeli dalam melakukan jual beli tanah terlebih dahulu

dilakukan pemeriksaan tentang identitas tanah yang menjadi objek jual beli,

seperti halnya luas dan batas tanah.

2. Hendaknya penjual bertanggungjawab atas jual beli yang telah dilakukannya

sebagaimana yang diatur pada Pasal 1474 KUHPerdata dan memberikan

ganti kerugian kepada pihak pembeli akibat adanya sengketa atas tanah

tersebut.

3. Hendaknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada kasus secara

lengkap, sehingga para pihak yang bersengketa memahami secara jelas

sengketa yang sedang dihadapi.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor  :  31 /Pd t .G / 2 0 06 / PN . J r

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l a n  Neger i   Jember  yang   memer ik s a  dan   mengad i l i  

pe rka r a - perka r a  perda t a   da l am   per ad i l a n   t i n gk a t  per t ama  t e l a h  

member i k a n   pu tu s a n   sebaga i   be r i k u t ,  da l am  perka r a   an t a r a   :

HERMAN RAHARJA :  a l ama t  J ln .  Sen to t  Prawi r yod i r j o  9 /128 ,  

Kelu r a h an  Kal iwa t e s ,  Kecamat an   Kal iwa t e s ,   Kabupa t e n  Jember ,  

yang  da l am   perka r a   in i  menguas akan   kepada :   l .  AHMAD CHOLILY,  

SH.MI   2 .  PRIHARTONO,  SH,   dan  3 .   BUDI  WIYOKO, SH. ,   ke t i g a n y a  

sebaga i   Advokad   yang   berkan t o r   d i  Ja l a n  Sr iw i j a y a   X No.   10  

Jember  (be r d a s a r k a n   su r a t  kuasa   khusus   t e r t a n g g a l   8   Apr i l  

2006  yang  se l a n j u t n y a   d i s e bu t   sebaga i   PENGGUGAT:

MELAWAN

1. ERFAN FADILLAH  dan

2 . P.  RUSDIAM  :   Keduanya   ber a l ama t   d i  Ja l a n   Sen to t  

Prawi r o d i r j o ,   Kelu r a h a n   Jember  Kidu l ,  Kecamatan  

Kal iwa t e s "   Kabupa t e n   Jember   se l a n j u t n y a   d i s e bu t  sebaga i  

PARA  TERGUGAT;

Pengad i l a n   Neger i   t e r s e b u t   ;

Tel ah   membaca   berka s   pe rka r a   ;

Tel ah  mendenga r  ke t e r a n g a n  dar i  kedua  be l ah  p ihak  dan  

saks i - saks i   dipe r s i d a n g a n .

Telah   mel i h a t   buk t i   su r a t - su r a t   da r i   kedua   be l ah  

p ihak   ;

TENTANG DUDUKNYA  PERKARA

Menimbang ,   bahwa   Pengguga t   dengan   su r a t   guga t a nnya  

t e r t a n g g a l   17   Apr i l  2006  dan   t e l a h   d ida f t a r k a n   pada  

Kepan i t e r a a n   Pengad i l a n   Neger i   Je rnbe r   pada   t angga l   17  

Apr i l  2006  dengan  Reg i s t e r  perka r a  No.   31 /Pd t .G / 2 0 06 / PN . J r ,  

t e l a h  mengemukakan   ha l - ha l   sebaga i  be r i k u t :

1 . Bahwa  Pengguga t   mempunya i   seb i d a ng   t anah   t e r l e t a k  di  

Kelu r a h an   Jember   Kidu l ,  Kecamat an   Kal iwa t e g   Kabupa t e n  

Jember   t e r d a f t a r  da t r a u r   Ser t i f i k a t  Hak  Mil i k   No.  

4999 /Ke l u r a h a n  Jember  Kidu l ,  ambar  s t u a s i  t angga l  13  Ju l i  

1994  No.  3068 / 1994  se l u a s  3 .103   M2 dengan   ba t a s - ba t a s   :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Uta r a :   Se lokan   kemudi an   j a l a n ,   t anah   kubur an ;

Timur :   Joko   Slame t   dan   H.  Maryam ;

Se la t a n :   Sunga i  ;

Bara t :   Kuburan   dan   Pak   Rusd i am/ I r f a n   Fad i l l a h  ;

2 . Bahwa  sek i t a r  t ahun  2005  Terguga t   I ,  I I  

membangun /mend i r i k a n  bangunan  rumah   di a t a s  t anah  loka s i  

kubu ra n  yang  diaku i   sebaga i   mi l i k ny a   yang  t e r l e t a k  

ber s e b e l a h a n   ( s eb e l a h  ba ra t )  dengan   t anah   yang  menjad i  

hak  Pengguga t  ;

3 . Bahwa  t anpa  sepenge t a h u a n  dan  tanpa  se i j i n  Pengguga t ,  pihak  

Terguga t  I ,   I I   da l am  membangun /mend i r i k a n  bangunan  rumah  

t e r s e b u t  t e l a h  merampas /meye r obo t   sebag i a n  t anah  yang  

menjad i  hak  Pengguga t   ya i t u   se l u a s  ±  4 ,5  M2 dengan  

ben t uk  seg i t i g a   un tuk  j e l a s n y a  sepe r t i   gambar   sebaga i  

ber i k u t  dan   dengan   ba t a s - ba t a s   :

Uta r a :   Se lokan   kemudi an   j a l a n  ;

Timur :   Herman   Rahar j a ;

Se l a t a n :   Kuburan   kemudian   t anah   Herman   Raha r j a ;

Bara t :   Pak   Rusd i am / I r f a n   Fad i l l a h ;

Se lan j u t n y a   mohon   d i s e bu t   sebaga i   :  Tanah   sengke t a

Seh ingga   bangunan   rumah   yang  dibangun   o l eh  Terguga t   I ,  

I I   sebag i a n   be rd i r i  d i a t a s  t anah   sengke t a ,   dan   ak ib a t n y a  

t anah   mi l i k  Pengguga t   menga l ami   perubahan   ba t a s   dan  

lua s ny a   menjad i   be rku r a ng ;

4 . Bahwa   a t a s   pe rbua t a n   yang   di l a k uk a n   oleh   Terguga t   I ,  

I I   sebag imana   t e r u r a i   da l am   da l i l  bu t i r  3  d ia t a s ,  

pe rbua t a n   Terguga t   I   I I   t e r s e b u t   merupakan   perbua t a n  

melawan   hukum yang   t e l a h  menimbu lk an   kerug i a n   mate r i e l  

bag i  Pengguga t   dan   kerug i a n   mana   d i t a k s i r  sebe s a r   Rp.  

5 .000 . 0 0 0 , -   ( l ima   ju t a  rup i a h )   un tuk  se t i a p   t ahunnya  

yang  d ipe r h i t u n g k a n  se j a k   bu l an   Janua r i   2005   sampa i  

dengan   d i s e r a h k a nny a   t anah   sengke t a   kepada   Pengguga t  

da l am   keadaan   kosong   dan   t anpa   beban ;

5 . Bahwa   o leh   kar ena   Terguga t   I ,   I I   t e l a h  merampas  a t au  

meyerobo t  t anah   sengke t a  yang  merupakan  sebag i a n  t anah  

mil i k  Pengguga t  dan  penye r obo t a n 'man a   d i l a k uk an   ol eh  

Terguga t   I ,   I I   t anpa   didukung   dengan   a l a t  buk t i  yang  

sah ,   maka   Terguga t   I ,   I I   ha ru s  d ihukum  sege r a  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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mombongka r  bangunan  rumah  yang  bord i r i  d ia t a s  t anah  

sengke t a  t e r s e b u t  dan  se l a n j u t n y a  menye rahkan  tanah  

sengke t a  t e r s e b u t  da l am  keadaan  kosong  seh i n gg a   kemba l i  

kepada   keadaan   semula   sesua i   dengan   Ser t i f i k a t   Hak  

Mil i k   No.  4999 /Ke l u r a h a n   Jemberk i d u l ,   Gambar   s i t u a s i  

t angga l   13  Ju l i   1994  No.   3068 /1994 .   se l u a s  3 .103  M2,  

ber i k u t   dengan  t anda - tanda   ba t a s n y a ;

6 . Bahwa  aga r  supaya  Pengguga t  t i d a k  s i a - s i a  dan  se l a i n  i t u  

t e r d a p a t  e t i k a d  j e l e k   dar i  Terguga t  I ,   I I  un tuk  

menga l i h k a n  t anah  sengke t a  kepada  pihak  l a i n ,  maka  

Pengguga t  mohon  aga r  t anah  sengke t a  d i l e t a k k a n  Si t a  

Jaminan ;

7 . Bahwa  guga t a n  in i   d ida s a r t a n  pada  a l a t   buh i   su r a t  yang  

sah  dan   o ten t i k ,  aga r  berda s a r k a n  ke t e n t u a n  pasa l  180  HIR 

dengan  in i   Pengguga t  mohon  aga r  pu tu s a n  da l am  perka r a  

perda t a  in i   dapa t  d i l a k s a n a k a n  t e r l e b i h   dahu l u   walaupun  

ada  Verse t ,   band i ng ,  kasa s i  dar i  Terguga t  I ,  I I ;

8 . Bahwa   Pengguga t  sanga t  berkepen t i n g a n  dengan  t anah  

sengke t a  t e r s e b u t ,   seh i ngg a  apab i l a   Terguga t   I ,   I I  

t e r l amba t   rnenye r a h k an  t anah   sengke t a   t e r s e b u t ,   maka  

haru s  d ihukum  un tuk  membaya r  uang  paksa  sebe s a r  Rp.  

100 .000 -  ( s e r a t u s  r i bu  rup i a h )  un tuk  se t i a p  har i n y a  a t a s  

ke t e r l amba t a n  rnenye r a h k a n  t anah  sengke t a  t e r h i t u n g  se j a k  

pu tu s a n  da l am  perka r a  pe rda t a  in i  mempero l e h  kekua t a n  hukum 

t e t a p ;

9 . Bahwa  Pengguga t  t e l a h  beru l a n g  ka l i  menempuh  dengan  j a l a n  

damai  dan  keke l u a r g a a n ,  aga r  Terguga t  I , I I  be r s e d i a  

rnenye r a h k a n  t anah  sengke t a  kepada  Pengguga t  seca r a  ba ik -  

ba ik ,  akan  t e t a p i  usaha  t e r s e b u t  t i d a k  berha s i l ,  ka r en anya  

Pengguga t  menga juk an  guga t a n  in i  mela l u i  Pengad i l a n  Neger i  

Jember  ;

10 . Bahwa  berda s a r k a n  ura i a n  d ia t a s ,  dengan  in i  Pengg r r g a t  

mohon  kepada  Yth   Bapak  Ketua  Pengad i l a n  Neger i  Jember  

rnemangg i l  pa r a  p ihak  yang  t e r s e b u t  da l am  guga t a n  perda t a  

in i  un tuk  dipe r i k s a  da l am  pe r s i d a n g a n  dan  se l a n j u t n y a  

Pengguga t  mohon  aga r  Pengad i l a n  Neger i   Jember  member i k a n  

pu tu s a n  sebaga i  ber i k u t   :

PRIMAIR. :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 . Mener ima   dengan  ba ik   guga t a n  Pengguga t   ;

2 . Mengabu l k a n  guga t a n  Pengguga t  se l u r u hny a ;

3 . Menetapkan  sah  dan  berha r g a  s i t a  j aminan  a t a s  t anah  

sengke t a  apab i l a  t e l a h  d i l a k s a n a k a n  ;

4 . Menetapkan   bahwa   Pengguga t   sebaga i   pemi l i k  a t a s  

seb i d a ng   t anah   t e r l e t a k   d i  Kelu r a h a n  Jember   Kidu l ,  

Kecama tan   Kal iwa t e s ,   Kabpa t e n   Jember   t e r d a f t a r   da l am  

Ser t i f i k a t  Hak  Mil i k   No.   4999 /Ke l u r a h a n   Jember   Kidu l ,  

gambar  s i t u a s i   t angga l  13  Ju l i   1994  No.  3068 / 1994   se l u a s  

3 .103   M2;

5 . Menetapkan   bahwa   Terguga t   I ,  I I  t e l a h  

menye robo t /mengua s a i   t anah   sengke t a   seca r a   t i d a k  sah  

dan   merupakan   perbua t a n   melawan   hukum;

6 . Menetapkan   bahwa   ak iba t   pe rbua t a n   melawan   hukum  yang  

d i l a k uk an   Terguga t  I ,  I I ,  I I I  t e r s e b u t   t e l a h   menimbu lk an  

kerug i a n   bag i   Pengguga t   yang   di t a k s i r   sebe s a r   Rp.  

5 .000 . 0 0 0 , -  ( l ima   ju t a  rup i a h )   un tuk  se t i a p   t ahunnya  

yang  dipe r h i t u n g k a n   se j a k   bu l an   Janua r i   t ahun  2005  

sampa i   dengan   d i s e r a h k a nny a   t anah  sengke t a   kepada  

Pengguga t   da l am   keadaan  kosong   dan   t anpa   beban ;

7 . Menya t ak an   sebaga i   hukum  bahwa   pu tu s a n   da l am   perka r a  

in i  dapa t   d i j a l a n k a n   t e r l e b i h  dahu l u   walaupun   ada  

band i ng ,   kasa s i ;

8 . Menghukum  Terguga t  I ,   I I   un tuk  mengosongkan   t anah  

sengke t a   da r i  ha r t a  mi l i k ny a   dan  dar i   s i ap a  sa j a  yang  

mendapa t k a n   hak  dar i  padanya   un tuk   kemudian  di s e r a h k a n  

kepada  Pengguga t  da l am  keadaan  kosong  tanpa  beban ,  dan  

apab i l a  per l u   dapa t  menggunakan  apa r a t   Kepo l i s i a n  ;

9 . Menghukum   Terguga t   I ,   I I   seca r a   t anggung   ren t e n g  

un tuk   membaya r  gan t i   rug i   kepada  Pengguga t   sebe s a r   Rp.  

5 .000 . 0 0 0 , -   ( l ima   ju t a   rup i a h )   se t i a p   t ahunnya   yang  

d ipe r h i t u n g k a n  se j a k   bu l an   Janua a r i   2005   sa r r r p a i  

dengan   d i s e r a h k a nny a   t anah   sengke t a   t e r s e b u t   pada  

Pengguga t   da l am   keadaan   kosong   t anpa   beban ;

10 . Menghukum Terguga t   I ,   I I   seca r a   t angg ) ng  ren t e n g   un tuk  

membaya r   uang  paksa   sebe s a r  Rp.   100 .000 , -   ( s e r a t u s  

r i b u   rup i a h )  un tuk  se t i a p  har i n y a  a t a s   ke t e r l amba t a n  

menye rahk an  t anah   sengke t a   dan  ke t e r l amba t a n   membaya r  
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gan t i   rug i  yang  dipe r h i t u n g k a n   se j a k   perka r a  in i  d ipu t u s  

dan  mempero l e h   kekua t a n  hukum t e t a p ;

11 . Menghukum  Terguga t   I ,   I I   seca r a   t anggung   ren t e n g  

un tuk  membaya r ' b i a y a  perka r a   yang  t imbu l   ak ib a t   guga t a n  

in i ;

SUBSIDAIR:

Memutuskan  l a i n  berda s a r k a n  hukum yang  sead i l - ad i l n y a  ;

Menimbang ,  bahwa   pada  har i  pe r s i d a n g a n   yang  te l a h  

d i t e t a p k a n  kedua  be l ah  p ihak   had i r  ke  per s i d a n g a n ,   Pengguga t  

d iwak i l i   kuasanya   sedangkan   Para  Terguga t   had i r  kuasanya  

yang  bernama   JOKO WAHYUDI,   SH  dan  SYAIFUL   BAHRI,   SH. ,  

keduanya  sebaga i   Advokad  yang  berkan t o r ,   d i   Ja l a n  Kal i n gg a  

V/3   Perum  Buki t   Perma i  Jember  (be r d a s a r k a n  su r a t  kuas a  khusus  

t angga l  1Mei  2006) ,   kemudi an   kedua   be l a h   pihak  mela l u i  Hakim  

Media s i   yang   d i t u n j u k   oleh  Maje l i s  Hakim,  maupun   ol eh  

Maje l i s   Hakim  send i r i   t e l a h  diupayakan   un tuk  melakukan  

perdama i a n   akan   t e t a p i  perdama i a n   dimaksud   t i d a k  berha s i l ,  

seh i ngg a  s i d ang  d i l a n j u t k a n   dengan  pembacaan   su r a t  guga t a n  

Pengguga t  yang   i s i n y a   t e t a p  dipe r t a h a n k a n   ol eh  Pengguga t ;

Menimbang ,   bahwa   a t a s   guga t a n   Pengguga t   t e r s e b u t ,  

Para   Terguga t   t e l a h  member i k a n   j awaban   t e r t u l i s  t e r t a n g g a l  

23  Mei   2006  yang  pada   pokoknya  mengemukakan   ha l - ha l   sebaga i  

ber i k u t :

DALAM  POKOK  PERKARA  :

DALAM  EKSEPSI :

1 . Bahwa  a t a s   guga t a n   Pengguga t   yang  menyebu t k a n  

domis i l i n y a   Terguga t   ada l a h   sanga t  ke l i r u ,   pada  

dasa r ny a   Para  Terguga t  punya  t empa t   t i n gg a l  yang  layak  

d ihun i  dan  ha l   in i  be r angka t   da r i  KTP  yang  ada ,  ha l  in i  

yang  bena r  ada l a h   sesu a i   dengan   su r a t  kuasa   yang  dibua t  

dan  di t a n d a  t angan i  ol eh  pene r ima  kuasa   t angga l  1  Mei  

2006  yang  da l am  ha l   in i  se l a k u   kuasa   hukumnya  

( t e r l amp i r   da l am   berka s )   ;

2 . Bahwa   t e r h a d a p   su r a t  guga t a n   Pengguga t   mela l u i  kuasanya  

pos i t a  No.   3   yang  menyebu t k a n   t anah   sengke t a   ada l a h  

kurang   l eb i h   4 ,5   M2,   dengan   ben tuk   seg i t i g a   i t u  

sanga t  ke l i r u  seka l i ,   ka r ena   yang   dikua s a i   o leh  

Terguga t   I ,   I I   ada l a h   se l u a s   750  M2  ha l  in i  
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berda s a r k a n   pe tok  C.  1109   A/n .  P.  SUNARYO SATUJO,   pe r s i l  

75 ,   D. I ;

3 . Bahwa   t e r h a d a p   su r a t   guga t a n   Pengguga t  mela l u i  

kuasanya   pe t i t um   No.   6   yang  menyebu t k a n :  Menetapkan  

bahwa  ak ib a t  perbua t a n   melawan  hukum  yang  d i l a k uk a n  ol eh  

Terguga t   I ,  I I ,  I I I   t e r s e b u t   t e l a h   menimbu lk an   . ,  sd t ;  

da r i   ka l ima t   Terguga t   I ,  I I ,  I I I  ha l   in i  yang   d imaksud  

i t u   s i a p a   I I I ,  menginga t   subyek   hukum  Terguga t   yang  

d ipangg i l   dan  d iguga r   ada l a h   hanya   2  (dua )   ya i t u  

ERFAN  FADILLAH  dan   PAK RUSDIAM dengan  demik i a n   apa  

yang   di s ampa i k a n   da l am   su r a t   guga t a n   Pengguga t  

t e r h a d a p   Terguga t  I I I  t i d a k  ada   p ihaknya ,  maka   dengan  

in i  guga t a n   Pengguga t   un tuk   t i d a k  dapa t   d i t e r im a ;

Berda s a r k a n  ha l - ha l  t e r s e b u t  sebaga imana  yang  d iu r a i k a n  d i a t a s ,  

maka  Terguga t  I ,  I I  mela l u i  kuasa  hukumnya  memohon  ki r a n y a  

Maje l i s  Hakim  Yang  Terho rma t   member i   pu tu s a n   t e r l e b i h  dahu l u  

t en t a n g   eksep s i   in i  sebe l um   da l am   pokok  perka r a   in i  

d ipe r i k s a   sebaga i   be r i k u t   :

1 . Menya t ak an   guga t a n   Pengguga t   t i d a k   dapa t   di t e r im a  

un tuk   se l u r u hny a ;

2 . Menghukum  Pengguga t   un tuk   membaya r   b iaya   pe rka r a   yang  

t imbu l   da l am   perka r a   in i ;

DALAM POKOK PERKARA :

1 . Bahwa   t e r l e b i h   dahu l u   mohon   aga r   sqga l a   ha l  yang  

t e l a h   t en r r a i   da l am   eksep s i   d ianggap  sebaga i   t e r u l a n g  

dan   t e r c a n t um   da l am   pokok   pe rka r a   in i ;

2 . Bahwa   mela l u i   kuas anya   Terguga t   I  dan   I I  menolak  

seca r a   t ega s   a t a s   kese l u r u h a n   da l i l - da l i l   guga t a n  

Pengguga t ,  ba ik   da l am  pos i t a   rnaupun  pe t i t um - pe t i t umnya  

kecua l i   t e r h a d a p  ha l - ha l  yang  akan  d i aku i n y a   seca r a  t ega s  

dan  un tuk   i t u  Terguga t  I  dan  I I  mela l u i  kuasanya  akan  

menga j uk an  da l i l - da l i l   sangka l a n / b a n t a h a n  yang  

se l e ngk apnya   ada l a h  sebaga imana  akan   d iu r a i k a n   dibawah  

in i ;

3 . Bahwa  apa  yang  di s ampa i k a n   da l am  su r a t  guga t a n   Pengguga t  

pada  po in   I   ada l a h   ke l i r u  besa r  dengan  kenya t a a n  d i  

loka s i ,  ka r en a  t e r b i t n y a  SHM No.  4999  be rda s a r / p e t u n j u k  

beka s  yasan ,   ku t i p a n   pe tok   C.  No.  388 i  per s i l   68  Klas  
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S- I I ,   lua s   2 .110   M2,   namun   apa   yang  te r j a d i   pada  

gambar   s i t u a s i   t angga l   13   Ju l i  1994 ,   No.   3068 / 1994  

lua s ny a   menjad i   3 .103   M2 ha l   in i   se l i s i h   sanga t  

s ign i f i k a n   seka l i   an t a r a   2110  M2 dengan   3 .103  M2,  ka l au  

d ih i t u n g  se l i s i h n y a   993  M2,  ha l   in i   t i d a k   d i s a d a r i  o leh  

Pengguga t  ka l a u   se l i s i h   t anah  993  M2  ada l a h  t anah   mi l i k  

P.  SLINARYO  SATUJO  (Alm)  pe tok   C-  1109   A/N P.  SUNARYO 

SATUJO,  per s i l   75 ,   D. I ,  dengan   lua s   750   M2,   yang  

makamnya   ada   d i s e b e l a h   t anah   sengke t a   t e r s e b u t  yang  

t i d a k   l a i n   ada l a h   kakeknya   Rusd i am   a t au   buyu t ny a  

Er f an   Fad i l l a h ;

4 . Bahwa  pada  su r a t  guga t a n   Pengguga t   po in   2   ada  bena rny a  

ka l a u  Terguga t   I ,  I I  membangur /mend i r i k a n   rumah  yang  

t e r l e t a k  d i   J l .   Sen to t   Prawi r o d i r j o ,   namun   pe r l u  

d ike t a h u i   bahwa   t anah   yang   d ibangun   un tuk  mendi r i k a n  

rumah   ada l a h   t anah   mi l i k  orang  tua  Terguga t   I I   ya i t u  

P.  SUNARYO  SATUJO  (a lm)  pe tok  C  l109  a /n .   P.  SUNARYO 

SATUJO,   per s i l   75 ,  D. I ,  dengan   lua s   750  m2  dan   bukan  

t e r l e t a k   pada   t anah   pengguga t  t e r h a d a p   bangunan  

t e r s e b u t ,   j ad i   t i d a k   bena r   apa   yang   di s ampa i k a n   o leh  

pengguga t  kar ena  t anah   Pengguga t   ada   d ibe l a k a ng /  

d i s e b e l a h   se l a t a n   t anah   Terguga t   I ,  I I   ;

5 . Bahwa,   apa   yang   d i s ampa i k a n   su r a t   guga t a n   Pengguga t  

pada   po in t   3  sanga t   t i d a k   bena r ,  rupanya   Pengguga t  

be lum   paham   be tu l   t e r h a d a p   bangunan   yang   d id i r i k a n  

o leh  para  Terguga t ,   ben tuk   dan  lua s ny a   t i d a k  sepe r t i  

apa  yang  di s ampa i k a n   da l am   guga t a n  Pengguga t ;

6 . Bahwa,  pada   da l i l   su r a t   guga t a n   Pengguga t   po in t   4  dan  

5   t e r ama t   sa l a h   dan   ke l i r u   besa r ,  pa r a  Terguga t   t i d a k  

pernah  melakukan   perbua t a n   melawan  hukum  a t au   yang  

d idnggapnya  menye robo t   kemudi an  membangun   rumah  di a t a s  

t anah   sengke t a ,   pa r a   Terguga t  melakukan  ha l  i t u   ka r en a  

meras a   t anah  yang  d ia t a s n y a   did i r i k a n  bangunan   rumah  

ada l a h   t anah  mil i k  kakeknya , /mbahnya   Terguga t   I I .  Dan  

Terguga t   I ,   I I  meras a   sanga t   kebe r a t a n   seka l i   j i k a  

haru s   membongka r   rumah   yang   d id i r i k a n   d i t a n a h   yang  

d ianggapnya   ol eh   Pengguga t   t anah  sengke t a ,   ka r ena   SHM 

yang   dimi l i k i   o leh   Pengguga t   sanga t   merug i k a n   bag i  
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Terguga t   dan  te rma suk   gambar   s i t u a s i   t angga l   13   Ju l i  

1994   No.   3068 / 1994 ;

7 . Bahwa,  pada   t anah  SHM No.  49994  Kelu r a h a n   Jemberk i d u l ,  

gambar  s i t u a s i   t angga l  13   Ju l i  1994   No.   3068 / 1994  

se l u i a s   3103  M2 ada l a h   pa tu t  di r a guk an   kebena r a nny a ,  

kar ena  SHM No.  4999   ada l a h   ber a s a l / p e t u n j u k   dar i  

ku t i p i n  pe tok  C No.  3881 ,   pe r s i l   68 ,  k la s  S. I I   lua s  ±  

2110  M2,   t e t a p i  pada   kenya t a a n ny a   pada   gambar   s i t u a s i  

se l u a s   3103  M2,  ha l  in i  sanga t   j e l a s  ke l eb i h a n  se l u a s  

993  M2,  yang  mana   ke l eb i h a n   t e r s e b u t   t i d a k   l a i n  dan  

t i d a k  bukan  ada l a h  t anah  mi l i k   Terguga t   I ,   I I   yang  

seka r a n g   dikua s a i n y a   dan  dibangun   rumah ;  Jad i  apa   yang  

d ida l i l k a n   o leh   Pengguga t   mela l u i   kuasanya   yang  

menyebu t k a n   t anah   SHM  No.   4999   lua s  3103   M2 ada l a h  

t i d a k   bena r   ( l e b i h   l engkapnya   per l u   pe rne r i k s a a n  

se t empa t )   ;

8 . Bahwa,   pada   da l i l  su r a t   guga t a n   Pengguga t   po in t   6 ,7  

dan  8   Terguga t   I ,  I I  sanga t   kebe r a t a n  seka l i   un tuk  

d i l e t a k k a n   s i t a   j aminan ,   ka r ena   pada   dasa r n y a  

Terguga t   I ,   I I   t i d a k  akan  memindah   t angankan   t e r h a d a p  

obyek   yang   dimaksud   dan  menginga t   buk t i  yang   dimi l i k i  

Terguga t   sanga t   kua t ,   aga r   Maje l i s   Hakim   t i d a k  

member l a kuk an   t e r h a d a p   pasa l   180   HIR  yang   pada  

dasa r ny a   sanga t   menyesa t k a n   bag i   orang   yang  menca r i  

kead i l a n   yang  hak ik i ,  l eb i h - l eb i h   dengan   uang   paks a  

sebe s a r   Rp.   100 . 000 , -   (Se r a t u s   r i b u   rup i a h )   ;

DALAM REKONPENSI   :

1 . Bahwa,   pe r t ama - t ama   aga r   Terguga t   I   dan  I I  da l am  

konvens i   di s e bu t  sebaga i   Pengguga t   I  da l am   rekonven s i  

(Pengguga t  I  dr )   dan   Pengguga t  I I  da l am   rekonven s i  

(Pengguga t  I I  dr )  sedangkan  Pengguga t   da l am   konvens i  

mohon   d i s e bu t  sebaga i   Terguga t   da l am   rekonven s i  

(Te rguga t   dr ) ;

2 . Bahwa,   sega l a   ha l   yang   t e l a h   diu r a i k a n   da l am   eksep s i  

maupun   da l am   pokok  perka r a ,   mohon  un tuk   se l u r u h ny a  

d ianggap   sebaga i   t e l a h   t e r u l a n g   dan  t e r c a n t um   da l am  

guga t a n   rekonven s i   in i  ;

3 . Bahwa,  pada  t ahun  1962   t e l a h  meningga l   dun i a  seo r a ng  

Disclaimer
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bernama   P.  SUNARYO SATUJO  yang   ber l empa t   t i n g g a l  

t e r a k h i r  di  l i n gkungan  Talang s a r i ,   Kelu r a h an   Jemberk i d u l ,  

Kecama tan   Kal iwa t e s ,   Kabupa t e n  Jember  dan   t e l a h  

d imakamkan   d i   a t a s   t anah  mil i k n y a   di   l i n g kungan  

Talang s a r i ,  Kelu r a h an  Jemberk i d u l ,   Kecama t an  Kal iwa t e s ,  

Kabupa t e n  Jember   dengan   l e t e r   C.   1   109   ;

4 . Bahwa   dar i  pe rkaw inan  d i  l i n gkunganTa l a n g s a r i ,  Kelu r a h an  

Jember  Kidu l ,  Kecama tan   Kal iwa t e s ,   Kabupa t e n  

Jember / a n t a r a   P .  SUNARYO  SATUJO dengan  BURATI   yang  juga  

t e l a h  meningga l   dun i a  pada  tahun  1983 ,  dika r u n i a i   3  orang  

anak   yang   mas ing - mas ing   :

1) RUPIAH,   t e l a h   meningga l   dun i a   t ahun   2004  

dan   dika r u n i a i   9  orang   anak   :

a . RUSDIAM  (Pengguga t  I I  dr )

b . KAMSIYAH  (Almarhum)   ke t i k a   mas ih   kec i l

c . DURRAHMAN  (Almarhum)   ke t i k a   rna s i h   kec i l

d . DURASID  (Almarhum)   ke t i k a   rna s i h   kec i l

e . DUROHIM  (Almarhum)   ke t i k a   rna s i h   kec i l

f . AMSORI  (Almarhum)   ke t i k a   rna s i h   kec i l

g . ROHMAN  (Almarhum)   ke t i k a   rna s i h   kec i l

h . M.  SLAMET

i . RUDI

2) RUDJAMAH

3) RUPIK,   meningga l   dun i a   t ahun   1966   dan  

d ika r u n i a i   2  (dua )   anak   an t a r a  l a i n :

a . SULASTRI

b . M. TAUFIK

Bahwa   d i s amp i ng   meningga l k a n  ah l i   war i s   yang   sa l a h  

sa t uny a   ada l a h  Pengguga t   I I  dr ,  a lmarhum  P.  SUNARYO 

SATUJO  juga  meningga l k a n  har t a  pen i ngga l a n /w a r i s a n   yang  

berupa   t anah  peka r a ng a n   dengan   iden t i t a s   pe tok  C.   1109  

A/N  P.  SUNARYO SATUJO,  pe r s i l   75 ,  D. l  dengan  lua s  750  M2,  

dengan  ba t a s - ba t a s   sebaga i   be r i k u t   :

Uta r a :   Ja l a n   Sen to t   Prawi r od i r j o ;

Timur :  Tanah   mi l i k   Mulyono   Tejo ;

Se la t a n :  Tanah  herman  Raha r j a  ;

Bara t :  Tanah  makan  P.Suna r y o  dan  Er f an  ;

se l a n j u t n y a   da l am  guga t a n   rekopen s i   in i   di s ebu t  
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sebaga i   TANAH SENGKETA;

5 . Bahwa   se l ama   in i   yang   dimi l i k i   o l eh   Terguga t   da l am  

rekonven s i  ada l a h  SHM No.4999 /Ke l u r a h a n   Jember  Kidu l ,  

gambar  s i t u a s i   t angga l  13  Ju l i  1994  No.  3068 / 1994   se l u a s  

3 .103  M2 ada l a h  be ra s a l / p e t u n j u k   dar i  ku t i p a n   pe tok  C.  

No.  3881 ,  per s i l   68 ,  Klas  s . I I ,   lua s  ± 2 .110   M2,   t e t a p i  

pada  kenya t a a n ny a  pada  gambar  s i t u a s i   menjad i   se l u a s  

3 .103  M2,   ha l  in i   sanga t   j e l a s   ke l e b i h a n  se l u a s   993  

M2,   yang   mana   ke l eb i h a n   t e r s e b u t   t i d a k   l a i n   dan  

t i d a k   bukan  ada l a h   t anah   sengke t a   yang   lua s ny a   ± 750  

M2 se sua i  dengan   pe tok   yang  dimi l i k i  Pengguga t  I I  da l am  

rekonpe s i   ya i t u   pe tok  C.  1109A/N  P.  SUNARYO SATUJO,  

per s i l  75 ,   D. I ,  lua s  750  M2,   dengan   demik i a n   t e r b i t n y a  

SHM No.  4999   t i d a k   sah   dan   ba t a l   demi   hukum 

dika r e n a k a n   ke l eb i h a n   lua s   t anah  ;

6 . Bahwa  dengan  t i d a k  sahnya  SHM No.  4999   a t a s  nama  Terguga t  

da l am  rekonven s i ,   maka  apa  yang  te r c a t a t   da l am  su r a t  

ukur / g amba r   s i t u a s i  No.  3068 / 1994 ,   t angga l   13   Ju l i  1994  

t i d a k   sah  pu l a   dan  dinya t a k a n   caca t   hukum;

7 . Bahwa   t e r h a d a p  ah l i  war i s  dar i  P .   SUNARYO SATUJO yang  

se l ama  in i  membangun   rumah   di  da l am   t anah   sengke t a  

d ianggapnya   sah  karen a  mereka   yang   be rhak   mewar i s i  

ha r t a   pen i ngg a l a n n y a ;

8 . Bahwa   o leh   kar ena   guga t a n   rekonven s i   in i   d ia j u k a n  

berda s a r k a n   a l a t   buk t i  yang   kua t ,   maka   cukup  

bera l a s a n   apab i l a   Pengguga t   da l am   rekonven s i  mohon  

aga r   pu tu s a n   da l am   guga t a n   rekonven s i   in i   nan t i n y a  

dapa t   d i j a l a n k a n  t e r l e b i h   dahu l u   (u i t  voorba a r   b i j  

voor r a a d ) ,   walaupun   Terguga t   da l am  rekonven s i   melakukan  

upaya   hukum   band i ng ,   kasa s i   a t aupun   upaya   hukum 

l a i n ny a ;

Berda s a r k a n   ura i a n  t e r s e b u t  dia t a s ,  dengan   in i   Pengguga t  

da l am  rekonpen s i  mohon  kepada  Bapak  Maje l i s   Hakim   yang  

memer ik s a  perka r a   in i   un tuk   rne r nb e r i  pu tu s a n  yang   amarnya  

sebaga i  ber i k u t  :

DALAM  EKSEPSI :

1 . Mener ima   ba ik   eksep s i   dengan   ba ik   ;

2 . Mengabu l k a n   eksep s i   seca r a   kese l u r u h a n ;

Disclaimer
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3 . Menghukum  Pengguga t  un tuk  membaya r  b iaya  perka r a  yang  

t imbu l  da l am  pe rka r a  in i ;

DALAM POKOK PERKARA :

1 . Menolak   guga t a n   pengguga t   se l u r u h ny a ,   kecua l i   yang  

d ia l n r i n y a ;

2 . Menghukum  Pengguga t   un tuk  mernbaya r   b iaya   pe rka r a   yang  

t imbu l  da l am   pe rka r a   in i  ;

DALAM REKONPENSI   :

1 . Mener ima   guga t a n   rekonpen s i   se l u r u hny a ;

2 . Menya t ak an   bahwa   Para   Pengguga t   da l am   ada l a h   ah l i  

war i s  dar i  P .  SUNARYO SATUJO  yang   berhak   mewar i s i   ha r t a  

pen i ngga l a n n y a  ;

3 . Menya t ak an   SHM No.  4999   a t a s   nama   Terguga t   da l am  

rekonpe c s i ,   dengan   gambar   s i t u a s i  No.   3068 / 1994   dengan  

lua s  3 .103  M2 t i d a k  sah  dan  d inya t a k a n   caca t   hukum karen a  

ke l e b i h a n   lua s   t anah   menginga t   SHM No.  4999   ber a s a l  

dar i  ku t i p a n   pe tok  C.  No.  3881 ,  per s i l   68 ,   Klas   S. I I ,  

lua s  ± 2 .110   M2;

4 . Menya t ak an   dengan   sah   iden t i t a s   pe tok   C.  1 l09   A/N 

SUNARYO  SATUJO,   per s i l   75 ,D . I ,  dengan   lua s  750  M2 

ada l a h   mi l i k  Pengguga t   Dalam  Rekonpens i   se l a k u   ah l i  

war i s  da r i  P .  SUNARYO  SATUJO;

5 . Menya t ak an   pu tu s a n   in i  dapa t   di j a l a n k a n  t e r l e b i h  dahu l u  

walaupun  ada   band i ng ,   kasa s i ;

6 . Menghukum   Terguga t   da l am   Rekonpens i  un t ak   rne r nb a y a r  

b iaya   perka r a   yang  di t imbu l k a n ;

Menimbang ,   bahwa   a t a s  j awaban   Para   Terguga t   t e r s e b u t ,  

Pengguga t   menanggap i  mela l u i   Repl i k n y a   t e r t a n g g a l   30  Mei  

2006   kernud i a n   di i k u t i   dengan   Dupl i k   t e r t a n g g a l   6  Jun i  

2006   dar i  Para   Terguga t ,   yang   un tuk  s ingka t n y a   i s i  da r i  

pu tu s a n   in i  Rep l i k - Dupl i k  mana  menunjuk  kepada  Ber i t a  Acara  

per s i d a n g a n  yang   merupakan   bag i a n   yang   t i d a k   t e r p i s a h k a n  

dengan   pu tu s a n   in i  dan   iku t   d ipe r t i mba ngkan ;

Menimbang ,   bahwa   se l a n j u t n y a   Pengguga t   un tuk  

membukt i k a n   da l i l  guga t a n ny a  te l a h   menga j uk an   su r a t - su r a t  

buk t i   yang   fo t o   copynya   t e l a h  di cocokkan   dengan   as l i n y a  

t e r n y a t a  sesu a i   dengan   as l i n y a  se r t a   be rma t e r a i  cukup ,  

ya i t u  :

Disclaimer
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1 . Foto  copy  Ser t i f i k a t  Hak  Mil i k   No.  4999 ,  Kelunahan  

Jemberk i d u l ,  gambar  s i t u a s i  t angga l  13  Ju l i   2004   a t a s  

nama  Her rnan   Ruhar j a   dengan  (d i b e r i  t anda  P- 1) ;

2 . Foto  copy  Ber i t a  aca r a  pengemba l i a n  ba t a s  dar i  Kanto r  Badan  

Per t a n a h a n  Nas iona l  Kabupa t e n  Jember ,  t angga l  4  Janua r i  

2006 ,  dengan  (d i b e r i  t andaP - 2) ;

3 . Foto  copy  Akta  Jua l  Bel i   yang  dibua t  PPAT Fa thu r  Rahman  

t angga l  15  Desember  2003  No.367 / 2003 ,  dengan  (d i b e r i  t anda  

P- 3) ;

4 . Foto  copy  Sura t  Kete r a n g a n  dar i   Lurah  Jennbe r  Kidu l  

t angga l  7   Mare t  2006  No.  590 /97 / 5 3 504 / 2 006 ,  dengan  (d i b e r i  

t anda  P- 4) ;

Menimbang ,   bahwa   sebe l u r n   Pengguga t   menga j uk an   saks i -

saks i   kedua   be l ah  p ihak   menghendak i   d i l a k uk an   pemer i k s a a n  

se t empa t   a t a s  t anah   obyek   sengke t a ;

Menimbang ,  bahwa  un tuk  kepen t i n g a n  pembut t i a r q  maka  Maje l i s  

Hakim  pada  t angga l  23  Jun i  2006  t e l a h  mengadakan  pern ' e r i k s a a n  

se f empa t  di  loka s i  t anah  sengke t a ,  yang  t e r n y a t a  di s amp ing  t anah  

sengke t a  di aku i  sebaga i  mi l i k  Terguga t  I  dan  Terguga t  I I ,  juga  

d iaku i  sebaga i  mi l i k ny a  p ihak  l a i n / p i h a k  ke t i g a ;

Menimbang ,  bahwa  olgh  karena  ada  p ihak  ke t i g a   yang  meras a  

memi l i k i  t anah  sengke t a  t e r s e b u t ,  maka  da l a r n  s id ang  ber i l a r t n y a  

p ihak   ke t i g a  t e r s e b u t  t e l a h   menga jukan  guga t a n   In t e r v e n s i  

seh i ngg a   permohonan   di a j u k a n   o l eh   :  

− SLAMET,   a l ama t  Ja l a n  Mela t i   V/106   Je rnbe r ;  se l a n j u t n y a  

d i s e bu t  sebaga i   Pengguga t  da l am  In t e r v e n s i  I ;

− RUDI,  a l ama t  Ja l a n  Kacap i r i n g  I I / 7 0  Jember ,  se l a n j u t n y a  

d i s e bu t  sebaga i -   Pengguga t  da l am  In t e r v e n s i  I I ;

− RUDJAMAH,  a l ama t  Ja l a n  Mela t i  V/60  Jember ,  se l a n j u t n y a  

d i s e bu t  sebaga i  Pengguga t  da l am  In t e r v e n s i  I I I ;

− SULASTRI ,   a l ama t   Desa   Panca  Karya ,   Kecar r t a t a n   Ajung ,  

Kabupa t e n   Jember ,   se l a n j u t n y a  d i s e bu t  sebaga i  - - - - -  

Pengguga t  da l am  In t e r v e n s i  IV;  

− M.  TAUFIK  a l ama t  Desa  Panca  Karya ,  Kecama t an  Ajung ,  

Kabupa t e n  Jember ,  se l a n j u t n y a  d i s e bu t  sebaga i  Pengguga t  

da l am  In t e r v e n s i  V ;

Dalam  ha l   in i   Pengguga t  da l am  In t e r v e n s i  I I ,  I I I ,  IV  dan  V 

t e l a h  menguas akan  kepada  Pengguga t  da l am  In t e r v e n s i  I   dengan  
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zura t  kuasa  khusu s  t e r t a n g g a l  3  Ju l i   2006 ,  yang  pada  pokoknya  

guga t a n  ln t e r v e n s i  t e r s e b u t  ada l a h  sebaga i - ber i k u t :

1 . Bahwa   pada   t ahun  1962   t e l a h   meningga l   dun i a   seo r a ng  

l ak i - lak i   be rnama   P.  SUNARYO  SATUJO,  yang  ber t empa t  

t i n gg a l   t e r a k h i r   d i   Lingkungan  Talang s a r i ,   Kelu r ah a n  

Jember   Kidu l ,   Kecamatan   Kal iwa t e s ,   Kabupa t e n  Jember  

dan   t e l a h   d imakamkan   d i  a t a s   t anah   mi l i k ny a ,   a t au  

yang   di s e bu t  makam   ke lu a r g a   di   Ja l a n   Sen to t  

Prawi r o d i r j o ,   Lingkungan   Talang s a r i ,  Kelu r a h a n   Jember  

Kidu l ,   Kecamatan   Kal iwa t e s ,   Kabupa t e n   Jember ,   dengan  

t anah   pe tok   C.  No.1109 ,   pe r s i l   75  Klas   D. l   lua s   750  

M2  a /n   P.   SUNARYO SATUJO;

2 . Bahwa  semasa  hidupnya   P.  SUNARYO SATUJO  pernah  menikah  

dengan  BURATI yang   juga  te l a h  meningga l   dun i a   pada  t ahun  

1983 ,  dika r u n i a i   3  orang  anak   yang  mas ing - mas ing

1) RUPIAH   t e l a h  meningga l  dun i a  t ahun  2004  dan  

d ika r u n i a i  9  orang   anak :

a . Rusd i am   (Te rguga t   da l am  

konpens i / P e n ggug a t  I I  dr ;

b . Hamsiyah  (Almarhum)  ke t i k a  mas ih  kec i l  

dan  t i d a k  dika r u n i a i  ke tu r u n a n ;

c . Durr ahman   (Almarhum)  ke t i k a   mas ih  

kec i l   dan  t i d a k   dika r u n i a i  ke tu r u n a n ;

d . Duras i d   (Almarhum)   ke t i k a   mas ih   kec i l  

dan   t i d a k   d ika r u n i a i   ke tu r u n a n . ;

e . Duroh im   (Almarhum)   ke t i k a   mas ih   kec i l  

dan   t i d a k   d ika r u n i a i  ke tu r u n a n ;

f . Ansor i  (Almarhum)  ke t i k a  mas ih  kec i l  dan  

t i d a k   d ika r u n i a i   ke tu r u n an :

g . Rohman   (Almarhum)   ke t i k a  mas ih   kec i l  

dan   t i d a k   d ika r u n i a i  ke tu r u n a n ;

h . Slame t   (Pengguga t   da l am   In t e r v e n s i  I ) ;

i . Rudi   (Pengguga t   da l am   In t e r v e n s i  I I ) ;

2) RUDJAMAH  (Pengguga t   da l am  In t e r v e n s i  I I I )

3) RUPIK,   meningga l   dun i a   t ahun   1966   dan  

d ika r u n i a i   1   ( s a t u )   orang   anak  yang   bernama  

Si t i   Maimona   juga   t e l a h   meningga l   dun i a  

t ahun   2005   dan  Si t i   Maimona   send i r i   menikah  
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dengan   seo r a ng   l ak . - l ak i   dan   mempunya i  2  

(dua )   orang   anak   yang   mas ing - mas ing

a . Sula s t r i   (Pengguga t   da l am   In t e r v e n s i   IV)

b . Tauf i k   (Pengguga t   da l am   In t e r v e n s i   V)

3 . Bahwa  di s amp ing  meningga l k a n  ah l i  war i s  (Pa r a  Pengguga t  

da l am  In t e r v e n s i   dan  Terguga t  I   da l am  konpens i / p e n g gug a t  

l l   dr   ya i t u  Rusd i am) ,  a lmarhum  ;

4 . Bahwa   se l ama   in i   yang   dimi l i k i   o l eh   Pengguga t   da l am  

konpens i   ada l a h   SHM No.   4999   Kelu r a h a n   Jember   Kidu l ,  

gambar   s i t u a s i   t angga l  13   Ju l i   1994   No.  3068 / 1994  

se l u a s   3103  M2  ada l a h   ber a s a l / p e t u n j u k   dar i   ku t i p a n  

pe tok   C.  3881   per s i l   68 ,   Klas   S . I I   lua s  ±  2110  M2,  

yang   t e r t e r a   d ibuku   Desa   Kelu r a h an  Jember   Kidu l ,   pada  

t angga l   11  Sep t embe r   1975   t e t a p i   pada   kenya t a a n ny a  

pada   gambar   s i t u a s i   menjad i   se l u a s   3103   M2,   ha l   in i  

sanga t   j e l a s   ke l e b i h a n  se l u a s   993  M2,   yang  mana  

ke l e b i h a n   t e r s e b u t   t i d a k   l a i n   dan   t i d a k   bukan  ada l a h  

t anah   sengke t a   yang   lua s ny a  ±  750  M2  se su a i   dengan  

pe tok   yang  dimi l i k i   Para  Pengguga t   da l am  ln t e r v e n s i  

ya i t u  pe tok  c .   1109  A/N   P.  SUNARYO SATUJo ,  pe r s i r   75  

Klas  D. l   lua s  750  M2 dengan   demik i a n  t e r b i t n y a   SUM No.  

4999  t i d a k   sah  dan  ba t a l   demi  hukum   d ika r e n a k a n  

ke l e b i h a n   lua s   t anah  ;

5 . Bahwa   denga , n   t i d a k   sahnya   sHM No.   4999   a t a s   nama  

pengguga t  da l am  konpens i ,   maka  apa  yang  t e r c a c a t   da l am  

su r a t  ukur / g amba r   s i t u a s i   No.  3068 /1994 ,   t angga l   13  

Ju l i   1994   t i d a k   sah   pu l a   dan   d inya t a k a n   caca t  

hukum;

6 . Bahwa   t e r h a d a p   ah l i  war i s   da r i  P.  SUNARYO SATUJO yang  

se l ama   in i  membangun   rumah   d i  da l am   t anah   sengke t a  

d ianggap   sah   kar en a   mereka  yang  berhak   mewar i s i   ha r l a  

pen i ngga l a n n y a ,   se r t a   d ikua t k a nny a   dengan  su r a t  

ke t e r a n g a n   dar i   Lurah   Jember   Kidu l ,   dengan   No.  

590 /147 / 5 3 5 , 0 4 / 2 0 06  :

7 . Bahwa   o leh   kar ena   guga t a n   In t e r v e n s i   din i   d i a j u k a n  

berda s a r k a n   a l a t   buk t i  yang  kua t ,  maka  cukup  bera l a s a n  

apab i l a   Pengguga t   da l am   In t e r v e n s i  dahu l u   (Ui t v o e r b a a r  

b i j   voor r a a d ) ,   walaupun   Terguga t   da l am  
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In t e r v e n s i / P e n g guga t   da l am   konpens i   melakukan   upaya  

hukum  band i ng ,  kasa s i   a t au   upaya   hukum  l a i n ny a ;

8 . Bahwa   sah   menuru t   hukum   Para   Pengguga t   Dalam  

In t e r v e n s i   dan   Terguga t  I  da l am   konpens i   ada l a h   se l a ku  

ah l i   war i s   da r i   P .  Suna ryo   Sa tu j o   yang   t e l a h  

meningga l   dun i a   t ahun   1962   yang   dimakamkan  

dipemakaman   ke lua r g a   P.  Suna ryo   Sa tu j o   di   Ja l a n  Sen to t  

Prawi r o d i r j o   dan  berhak  mewar i s i   ha r t a  pen i ngga l a n   P.  

Suna ryo   Sa tu j o ;

9 . Bahwa  Para  Pengguga t  Dalam  In t e r v e n s i  sah  menuru t   hukum 

masuk  keda l am  pe rka r a  in i   ka r ena  meras a  berkep en t i n g a n  

t e r h a d a p   t anah  sengke t a ;

10 . Bahwa   sah   menuru t   hukum  t anah  yang   dimi l i k i  ol eh   P.  

Suna ryo  Sa tu j o   (Alm)  ada l a h   t anah   yang  masuk   ke  da l am  

SHM  No.  4999   sebag i a n  dar i  lua s  t anah  dengan   iden t i t a s  

pe tok  C.   1109 ,  per s i l  75 ,  D. l   lua s  750  M2;

11 . Bahwa   t e r b i t n y a  SHM  No.  4999   dengan   dasa r  pe tok  C.  

3881 ,  per s i l  68 ,  Klas  S. I I  lua s   2110   M2  dan   t e r n y a t a  

da l am   su r a t   ukur   a t au   da l am   SHM  No.   4999  lua s  

menjad i   3103   M2 ( t e r d a p a t   ke l eb i h a n   lua s   993  M2 

ke l e b i h a n   mana   t e rmasuk   t anah   mi l i k   P.  Suna ryo  

Sa tu j o ;

Berda s a r k a n   ura i a n   t e r s e b u t   d i  a t a s ,   dengan   in i  

Pengguga t   da l am  In t e r v e n s i   mohon   kepada   Yth ,   Maje l i s   Hakim  

yang   memer ik s a   perka r a   in i   un tuk  dapa t ny a  member i   pu tu s a n  

yang  amarnya   sebaga i   be r i k u t :

PRIMAIR:

1 . Mener ima  ba ik  a t a s  guga t a n  ln t e r v e n s i  dar i   Para   Pengguga t  

da l am  In t e r v e n s i ;

2 . Mengabu l k a n  guga t a n  Para  Pengguga t  Dalam  in t e r v e n s i   un tuk  

se l u r u hny a ;

3 . Menya t ak an   Pengguga t   da l am   In t e r v e n s i   dan   Ter . g ug a t   I  

da l am   Konpens i  ada l a h   se l a k u   ah l i   war i s   da r i   P.  

Suna ryo   Sa tu j o ;

4 . Menya t ak an   sah  demi  hukum   Pengguga t   da l am   In t e r v e n s i  

melakukan  guga t a n   a t au   masuk   da l am   perka r a  in i ;

5 . Menya t ak an   sah  menuru t   hukum   tanah   sengke t a   ada l a h  

t anah   mi l i k   P.  Suna ryo   Sa tu j o   yang   iden t i t a s n y a   pe tok  
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C.  1109   per s i l   75 ,  Klas  D. l   lua s   750  M2;

6 . Menya t ak an   demi  hukum  Pengguga t   Dalam   In t e r v e n s i   dan  

Terguga t   I  da l am  konpens i  se l a ku  ah l i  war i s  dar i  P .  

Suna ryo  Sa tu j o  yang  berhak  mewar i s i  t anah   sengke t a ;

7 . Menya t ak an   t anah   pe tok   c .   1109   per s i l   75 ,  Klas  D. l  

lua s   760  M2  ada l a h  masuk   bag i a n   da l am   SHM No.   4999  

karena   ke l e b i h a n   lua s   t anah ;

8 . Menya t ak an   bahwa   ke l eb i h a n   lua s   t anah   t e r s e b u t   ada l a h  

mil i k   P .  Suna ryo  Sa tu j o   sesua i   dengan   pe tok   c . 1109  

per s i l   75 ,   Klas   D. I   rua s   750   M2;

9 . Menya t ak an   SHM  No.   4999   t i d a k   sah   dan   ber t e n t a n g a n  

dengan   hukum karena   t e l a h   ke l e b i h a n   lua s   t anah   yang  

seha r u s n y a   2110   M2  menjad i   3 .103  M2:

10 . Menya t ak an   SHM No.  4999  caca t  hukum karena   t i d a k  se sua i  

dengan  pe tun j u k   pe tok   C.  No.   3881   pe r s i t   68 ,   Klas  

S. I I  lua s   2110   M2;

11 . Menghukum   Pengguga t   da l am   konpens i   un tuk   membaya r  

b iaya   yang   t imbu l  da l am   perka r a   in i ;

SUBSIDAIR  :

Apab i l a   Maje l i s   Hakim   berpendapa t   l a i n ,   mohon   pu tu s a n  

yang   sead i l - ad i l n y a ;

Menimbang ,   bahwa   a t a s   guga t a n   In t e r v e n s i   da r i  Para  

Pengguga t   t e r s e b u t ,   kuas a  Pengguga t  asa l   t e l a h  menanggap i  

mela l u i   zu r a t   j awabanaya   t e r t a n g g a l   3  Ju l i  2006   yang   pada  

pokoknya   sebaga i   be r i k u t   :

1 . Bahwa  ke t i k a   guga t   in t e r v e n s i   d ia j u k a n   di r nuka   s id ang  

pada   t angga l   27   Jun i   2006   guga t a n  in t e r v e n s i   dimaksud  

d ia j u k a n   ol eh   :

11. M. SLAMET,   peke r j a a n   Dinas   Perhubungan   a l ama t   Ja l a n  

Mela t i  V/106   Jember ;

12. RUDI,  peke r j a a n   Swas t a   a l ama t   Ja l a n   Kaca   Pi r i n g  

I I / 7 0  Gebang   Jember ;

13. RUDJAMAH, peke r j a a n   Swas t a   a l ama t   Ja l a n   Mela t i   V/60  

Jember ;

14. SULASTRI ,   peke r j a a n  Swas t a ,  a l a r n a t  Desa  Panca  ka rya ,  

Kecama tan  Ajung ,  Kabupa t e n   Jember ;

15. M.  TAUFIK,  peke r j a a n   Swas t a ,   a l ama t  Desa  Panca   karya ,  

Kecama tan   Ajung ,  Kabupa t e n   Jember ;
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Bahwa  ke t i k a   su r a t  luga t   in t e r v e n s i  t e r s e b u t  d ia j u k a n  d imuka  

s id ang   t e r n y a t a  sa l a h  seo r a ng   Pengguga t   in t e r v e n s i   benr ama  

RUDI   (Pengguga t   In t e r v e n s i   I I )   t i d a k  had i r   t anpa  a l a s a n  

yang   sah .

Bahwa  ol eh  karen a  guga t a n  in t e r v e n s i  yang  di a j l r k a n  o l eh  

Pengguga t  Dalam  In t e r v e n s i  di a j u k a n  send i r i - send i r i ,  maka  

t i n d a k a n  RUDI   yang   t i d a k   had i r   t e r s e b u t  t e l a h  

mengak i b a t k a n  t i d a k  sempurnanya  guga t  in t e r v e n s i  yang  di a j u k a n  

o leh  Pengguga t   Dalam In t e r v e n s i ;

Bahwa  se l a i n   i t u   da l am   naskah   guga t   in t e r v e n s i   ada   yang  

member i k a n   cap   j empo l ,  dan  se sua i   dengan   hukum  yang  

ber l a k u   seha r u s n y a   su r a t   guga t   in t e r v e n s i   t e r s e b u t  

d i l e g a l i s i r  o leh   yang   berwenang   sezua i   dengan   per s y a r a t a n  

hukum  yang  ber l a k u ;

Bahwa   berken a an   dengan   ura i a n   di a t a s ,   maka   guga t a n  

Pengguga t   da l am   in t e r v e n s i   yang  sedemik i a n   in i  sungguh  

sanga t   t i d a k   sempurna ;

2 . Bahwa  da l am  kompara s i   guga t a n   Pengguga t   da l a r n   guga t  

in t e r v e n s i   t e r t a n g g a l   27  Jun i  2006   t e r n y a t a   t i d a k  

d i s e bu t k a n   dengan   t ega s   guga t a n   Pengguga t   da l a r n  

in t e r v e n s i   t e r s e b u t  d i t u j u k a n  melawan   s i a p a   a t au   dengan  

ka t a   l a i n  s i a p a   l awan   Pengguga t   da l am   in t e r v e n s i ;

Bahwa   dengan   adanya   fak t a   hukum   yang   sedemik i a n   in i  

menuru t   hukum   aca r a   pe rda t a  dapa t   di s impu l k a n   bahwa  

guga t a n   Pengguga t   da l am   in t e r v e n s i   sungguh   sanga t   t i d a k  

sempurna  ;

Bahwa   t anah  yang   d i j a d i k a n   sebaga i  t anah  sengke t a  da l am  

perka r a  pokok   ada l a h  tanah  sengke t a   sebaga imana  te r u r a i  

da l am   da l i l   guga t a n   Pengguga t   da l am   perka r a   A  quo  

Kemudian   ol eh   Pengguga t   da l am   guga t a n   in t e r v e n s i  

t e r n y a t a   yang   ada   t anah   sengke t a   ba ru  yang   d i j a d i k a n  

sebaga i   t anah   sengke t a ,   pe r t a n y a a n   se l a n j u t n y a   t anah  

sengke t a   mana   yang  di i n t e r v e n s i ;

Bahwa   berda s a r k a n   ura i a n   d i ak s , t e l a h   di t emukan   fak t a  

hukum  bahwa   guga t a n   in t e r v e n s i  yang   sedemik i a n   sungguh  

sanga t   t i d a k   sempurna .

Bahwa   berda s a r k a n   ura i a n   d i a t a s   dengan   t ega s   Pengguga t  

rnenya t a k a n   menolak   dan  menyangka l   se l u r u h   da l i l  guga t a n  
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in t e r v e n s i   bese r t a   se l u r u h   tun t u t a n n y a   dan  se l a n j u t n y a  

Pengguga t   da l am  perka r a  a  quo  rnenya t a k a n   t e t a p  berpegang  

t eguh  pada  se l u r u h   da l i l  guga t a n   dan   tun t u t a n n y a ;

Menimbang ,  bahwa  demik i a n  ha lnya  Para  Terguga t  asa l  t e l a h  

member i k a n  j awaban   t e r t a n g g a l   3  Ju l i  2006  a t a s   guga t a n  

In t e r v e n s i   t e r s e b u t ,   yang  pada   pokoknya   sebaga i  ber i k u t :

1 . Bahwa  ada l a h  hak  se t i a p  orang  un tuk  menga jukan  guga t a n  

t e rmasuk  Para   Pengguga t  Dalam   In t e r v e n s i ,   asa l k a n  

guga t a n   t e r s e b u t  dapa t  d ibuk t i k a n  dan  berda s a r  pada   fak t a  

yang  bena r   se su a i   dengan   buk t i  yang  ada   nan t i n y a ;

2 . Bahwa  a t a s   guga t a n  Para  Pengguga t  Dala r n  In t e r v e n s i  pada  

po in  1  dan  2   ada l a h   bena r ,  ha l  in i   t e l a h  d ibuk t i k a n n y a  

ka l a u  sa l a h   sa t u  da r i  Terguga t  da l am  konpens i  (RUSDIAM)  

juga  se l a k u   ah l i  war i s   da r i   P .  SUNARYO SATUJO dan  da l am  

perka r a   in i  t e l a h   menga j uk an  guga t a n  rekonpen s i   t e r h a d a p  

t anah   yang   di s e ngk e t a k a n   se su a i / s ama   apa   yang  

d i s ampa i k a n  da l am   guga t a n   Para  Pengguga t   Dalam  

In t e r v e n s i  ;

3 . Bahwa   apa  yang   d i s ampa i k a n   o loh  guga t a n  Para  Penguga t  

Dalam   In t e r v e n s i   pada  po in   3 ,4 ,  5 ,  dan  6  ada l a h  bena r  

adanya ,  ha l   in i   t e l a h   t e r j a d i   pada  pemer i k s a a n  

se t empa t  (PS)  yang  d i l a k uk a n   pada   har i   Juma t   t angga l  

23   Jun i   2006   ka l a u   t anah   yang   menuru t   Para  

Pengguga t  Dalam   In t e r v e n s i   ada l a h   pe tok  C.   1109 ,  

per s i l  75 ,  D. I ,  lua s  ±  750  M2 a t a s   nama   P.  SUNARYO 

SATUJO  yang  seka r a ng   dika a s a i   o leh  Terguga t  I ,  I I  da l am  

konpens i   dan  sebe l a h   bar a t n y a   makam   ke lu a r g a   P.  

SUNARYO  SATUJO  dan   t anah   t e r s e b u t   t e l a h   masuk  da l am  

ke l e b i h a n  te r h a d a p  SHM No.  4999  mil i k  Pengguga t  da l am  

konpens i  ;

4 . Bahwa   be tu l   P.  SUNARYO  SATUIO  t e l a h   meningga l   dun i a  

dan   t e l a h   d ika r u n i a i   anak  yang  seka r a ng   sebaga i   Para  

Pengguga t   Dalam  In t e r v e n s i   dan  Terguga t   da l am   konpens i  

(Rusd i am)   d imana   Rusd i am   yang   menguas a i   da l am   t anah  

t e r s e b u t   be r s ama - sama  dengan   Erf an  Fad i l l a h  (Te rguga t  

konpens i )   se l u a s  ±  750   M2  sesua i   dengan   pe tok  yang  

d imi l i k i  ol eh   Terguga t   I ,  I I I  da l am   konpens i ;

5 . Bahwa  a t a s   guga t a n   Para  Pengguga t   Dala r n   In t s v e r u i  
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pada   po in  7   sampa i   dengan  11  Terguga t   I ,   I I   da l am  

konpens i / T e r g u g a t   da l am   t r n t e r v e n s i   pada   dasa r n y a  

t i d a k  kebe r a t a n  dan  sah  menuru t   hukum  ka l au  ha l  in i  

d i l a k uk an  menginga t   Terguga t   da l am   konpens i  (Rusd i am)  

ada l a h   juga  sebaga i   ah l i  war i s   da r i  P.  SUNARYO  SATUJO 

yang  berhak   juga  mewar i s i  t anah  sengke t a   t e r s e b u t ;

Menimbang ,   bahwa   se l a n j u t n y a   a t a s  pern r o honan  gpga t a n  

In t e r v e n s i   t e r s e b u t ,  Maje l i s  Hakim   t e l a h  menja t u h k an  pu tu s a n  

se l a   yang  amarnya  pada   pokoknya  sebaga i   be r i k u t :

1 . Mengabu l k a n   permohonan  Para   Penguga t  In t e r v e n s i ;

2 . Menangguhkan   per i h a l   b iaya   perka r a   h ingga   pu tu s a n  

akh i r   ;

3 . Memer in t a h k a n   kepada   Pengguga t ,   Para   Terguga t   dan  

Para   Pengguga t   In t e r v e n s i   un tuk  melan j u t k a n   pe rka r a  

in i ;

Menimbang ,  bahwa  s i d ang  di l a n j u t k a n  dengan  aca r a  pembuk t i a n  

dar i  p ihak  Pengguga t ,   yang  un tuk   i t u  Pengguga t   t e l a h  

rnenga j u k a n   saks i - saks i   yang  d izumpah  ya i t u   :

1 . Saks i  ROHMAD.   pada   pokoknya  rnene r a n gk a n   sebaga i  

ber i k u t   :

− Bahwa  saks i  menjaba t  sebaga i  ju r u  ukur  d i  BPN Jember  

se j a k   l993  sampa i  dengan  seka r a ng ;

− Bahwa   saks i  t ahu  tanah  yang  di s engk e t a k a n  o leh  para  

p ihak  ya i t u  sengke t a  t anah  peka r a ng a n   yang  

t e r l e t a k   dipo j o k   Kelu r a h a n   Jember   Kidu l  ;

− Bahwa  saks i  t ahu  l e t a k  t anah  sengke t a  sewak t u  saks i  

melakukan  penguku r a n   ul ang ;

− Bahwa   sewak tu  penguku r a n  pernohon  t i d a k   da t a ng  

send i r i ,   t ap i   d iwak i l i   o l eh   orang  l a i n  yang  

namanya   saks i   lupa ;

− Bahwa  penun j uk a n   ba t a s - ba t a s   waktu   i t u  di t u n j u k  

o leh  waki l   da r i  pemoho i r   dan  d ibe r i  t anda   6  pe tok  

yang   t e r b u a t   da r i   kayu   dan   ben t uk   t anah  

t e r s e b u t  berben t u k   huru f   L,  kar en a   be ton   cor  

sebaga i   t anda   ba t a s   be lum  se l e s a i ;

− Bahwa   waktu   saks i  mengukur   bangunan   t e r n bok  

sebe l a h   t imur  be lum   ada   dan   saks i  t i d a k   t ahu  
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t anda   ba t a s   da r i   kayu   yang   t e l a h   d ipa s a ng  

saks i   kemudian   di r ub ah   dengan  ba t a s   be ton ;

− Bahwa  maksud  diuku r  u lang  ka t anya  waki l  da r i  

pemohon   kar en a   akan   d ibangun ;

− Bahwa   se t e l a h  ukur   ul ang   t e r b i t   l ag i   se r t i f i k a t  

yang   se t e l a h  buk t i   se r t i f i k a t   t e r s e b u t  

d ipe r l i h a t k a n   o leh  Pengg r r g a t   d imuka  s id a r r g ;  

d ibena r k a n   o t r e h   saks i ;

− Bahwa  saa t  melakukan  ukur  ul ang  a t a s  t anah  sengke t a  

t e r s e b u t  ada  sebag i a n   pe toknya ,  ya i t u  sebe l a h  

t i r n u r  be l a k ang   kubur an ,  sedangkan  yang  didepan  

t i d a k  ada ;

− Bahwa,  saks i  membena rk an  su r a t  buk i  ber i t a  aca r a  

pengemba l i a n  ba t a s  yang  d i t a n d a  t angan i  o l eh  saks i ;  

− Bahwa   bena r   se r t i f i k a t   yang   t e r b i t   be rnomor  

4999 ;

− Bahwa   kubu r an   ber ad a   d i l u a r   pe tok ;

− Bahwa  saks i   lupa  kapan   t anda   ba t a s   be rupa   co r  

d ipa s a ng ;

− Bahwa  yang  member i   t anda  ba t a s   da r i  kayu  kemudi an  

d igan t i  be ton  ada l a h   waki l   da r i  pemohon   yang  

memasang ;

2 . Saks i   Drs   MUNAHWI,   pada   pokoknya   rnenwangkan   sebaga i  

ber i k u t   :

− Bahwa   saks i   pens i u n a n   PNS   BPN  Jember   yang  

menjad i   pegawa i   se j a k   t ahun   l970   di  Surabaya ;

− Bahwa  penge t a h u a n   saks i  ada  su r a t  t embusan   un tuk  

I r f a n ,   t ap i   j a t u h   di r umah  saks i  yang  i s i n y a  

t en t a n g   kepemi l i k a n   t anah   bahwa   sebag i a n   t anah  

dar i  lua s  3 .103  M2 mil i k  mbahnya  Erf an  yang  bernama  

P.  SUNARYO  SATUJO;

− Bahwa  t anah  sengke t a   mi l i k   i s t e r i n y a  yang  t e r l e t a k  

d i  J ln .  Sen to t  Prawi r od i r j o   Jember ;

− Bahwa,   saks i   t ahu   lua s   t anah   sengke t a   ya i t u  

3 .103  M2;

− Bahwa,   saks i   t ahu   ba t a s - ba t a s   t anah   sengke t a  

ya i t u   :
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Sebe l a h  Uta r a :  Got  kec i l  /  j a l a n  ;

Sebe l a h  Timur :  Rumahnya  Yoyon  dan  t anah  Ibu  Maryam ;

Sebe l a h  Se l a t a n :  Sunga i  Bedadung  ;

Sebe l a h  Bara t :  Tanah  Handoyo  /  kubu ran  ;

− Bahwa   saks i   t ahu   loka s i   t anah   mi l i k  B.  Maryam 

pada   t ahun   1960   ;

− Bahwa   t anah   sengke t a   da r i  du lu  berupa   t anah  

sawah  yang   d i j u a l  pada  t ahun  2002  kepada   Herman  ;

− Bahwa   se t a h u   saks i   ba ik   i s t e r i n y a   Si t i  Aminah  

maupun   saks i   t i d a k   pernah   menguas a i  t anahnya  

yang  bera s a l  dar i  war i s a n  ibunya  Si t i  Aminah  ya i t u  

B.  maryam ;

− Bahwa  se l ama   t anah   sengke t a   d i j u a l  sudah  

ber s e r t i f i k a t  a /n .  Si t i   Aminah ;

− Bahwa   sewak tu   d i j u a l  bangunan   cuc i a n   sepeda  

moto r  t i d a k  ada   yang   ada   l a s   ka rb i t  dan  mil i k  

s i a p a   l a s   ka rb i t   t e r s e b u t ,   saks i   t i d a k   t ahu   ;

− Bahwa   menuru t   i s t e r i   saks i   sebe l um  t anah   i t u  

d i s e r t i f i k a t k a n   ada   orang   yang   i j i n  mendi r i k a n  

l a s  ka rb i t ,   j ad i  l a s  karb i t   t i d a k   t e rmasuk   yang  

d i j u a l ;

− Bahwa   t anah  sengke t a  mi l i k  Ibu  mer tua  saks i  dan  

sebe l a h  bara t  be r a l i h  ke  Handoyo  karen a  d i j u a l  dan  

jua l  be l i  t e r s e b u t  saks i  t i d a k  t ahu  dan  saks i  iku t  

t anda  tangan  da l am  ak t a   jua l   be l i   t e r s e b u t   ;

3 . RIO  SUMARDIYANTO,  SH.  (Saks i  ah l i ) ,  pada  pokoknya  

menerangkan  sebaga i   be r i k u t   :

− Bahwa,   saks i   sebaga i   Kepa l a   Bag ian   Seks i  

Sengke t a   di   wi l ay ah   Jember ;

− Bahwa   saks i   t ahu   se t e l a h   mel ih a t   buku   r iwaya t  

t anah   yang   ada   di  Kanto r   BPN  se r t i f i k a t  No.  

4999  yang  awalnya  mi l i k  Bok .  Maryam dan  dengan  su r a t  

ke t e r a n g a n   war i s  pada  t angga l   10  Mei   1994  

bera l i h   kepada   1 .  H.Abd .  Hadi ,  2 .  H.S lame tR i y a d i ,  

3 .  Si t i  Aminah ;

− Bahwa   se r t i f i k a t  No.  4999  bukan  se r t i f i k a t   induk  

karena  sebe l umnya  ada  se r t i f i k a t  yang   t e l a h  
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dipe c a h ;

− Bahwa  t anah  lua s  3 .103  M2 yang  d ibe r i k a n  kepada  s i t i  

Aminah ;

− Bahwa  i s t i l a h n y a  Pemisah an  sudah   lua s   t e t a p   3 .103  

M2,  kemungk in a n   pemis ah an   har t a  war i s a n   sa j a ;

− Bahwa  Akta  pemis ahan   dengan   Akta  pemecahan   ada l a h  

t i d a k   sama ;

− Bahwa   se t i a p  pemis ahan  dan   pemecahan  baru   a t a s  

t anah  menuru t   PP   24 /1997  diwa j i b k a n  d i s ak s i k a n  

o leh   t e t a n g g a   kanan - ki r i ;

− Bahwa  ka l a u  t e r j a d i  penguku r a n   u l ang ,  b ia s a ny a  

d ihad i r i  ol eh  apa r a t   Desa '  pemohon  dan   t e t a n g g a  

kanan - ki r i  akan   t e t a p i   pengemba l i a n   ba t a s   t i d a k  

ada  masa l a h  t anpa  d ihad i r i  apa r a t  Desa ,  pemohon  dan  

t e t a n gg a  kanan - ki r i  ;

− Bahwa   se t i a p   ke l e b i h a n   t anah   se t e l a h   diuku r  

haru s   ada   Sura t   Kete r a n g an   dar i   Pe j aba t  yang  

berwenang ;  

4 . Saks i  JALIL ,   pada  pokoknya   menerangkan   sebaga i  

ber i k u t   :

− Bahwa   saks i   menguas a i t a n a h   se l ama   35   t ahun ;

− Bahwa  saks i   t ahu  tanah  sengke t a   rn i l i k   Herman  

Raha r j a ;

− Bahwa  saks i   t i d a k   t ahu  makam yang  ada   di l o k a s i  

t anah  sengke t a ,  makamnya  s i a p a  ? ;

− Bahwa  t anah  yang  dike r j a k a n  saks i  ada  5 ga l e ng an ;

− Bahwa  saa t   penguku r a n   u lang ,  paga r   t embok ,  

t emboknya   t i d a k  ada ;

− Bahwa  Si t i  Aminah   t i d a k  pernah   ke  loka s i  t anah  

sengke t a ;

− Bahwa  yang  d ike r j a k a n  saks i   t anahnya  B.  Maryam 

se l u a s   I   hek t a r  dan  has i l n y a  d iamb i l  saks i  

send i r i ;

− Bahwa   saks i   t i d a k   t ahu   t anah   loka s i   mi l i k ny a  

Terguga t   I  dan   I I ;

5 . MOH. ARIFIN  pada  pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i k u t :

− Bahwa  saks i   sebaga i   s t a f  Nota r i s  Fa thu r  Rahman  
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Jember ;

− Bahwa  saks i   t i d a k  kena l  dengan   pa ra   p ihak  yang  

berpe r k a r a ;

− Bahwa  saks i  t ahu  dengan  t anah  SHM No.  4999  dan  

pernah  d ia j u k a n   penga l i h a n  hak  pada  t angga l  15  

Desember  2001 ,  da l am  ben tuk  jua l  be l i  an t a r a   Si t i  

Aminah   dengan  Herman  Raha r j a   sebaga i   pembe l i ,  

se l u a s   3 .103   M2;

− Bahwa  sewak t u  jua l  be l i ,  saa t  pembua t a n  Akta  saks i  

rnen j a d i  saks i n y a   dengan  No.   Akta  367 /2003  ;

− Bahwa   saks i   t i d a k  t ahu  per s i s  t anah   sengke t a ,  

ka r ena  saks i   da r i   se r t i f i k a t   bahwa   t anah  

sengke t a  berupa  t anah  sawah  dengan  SHM No.  4999 ;

− Bahwa   da l am   Akta   t e r s e b u t   t i d a k  di s e bu t k a n  

ba t a s - ba t a s   t anah   yang   di j u a l ,   ka r ena  d i  

se r t i f i k a t   sudah   ada   gambar   s i t u a s i n y a ,   t ap i  

keb i a s a n ny a   ba t a s - ba t a s   t anah   obyek   jua l  be l i  

t anah   d i s e bu t k a n ;

− Bahwa   yang   da t ang   pada   waktu   i t u  Si t i   Aminah  

dan   suaminya   se r t a   Herman   Raha r j a ;

Menimbang ,   bahwa   un tuk   rnengua t k a n  da l i l   j awabannya  

Para   Terguga t   t e l a h  menga j uk an   buk t i   su r a t - su r a t  yang  

fo t o c opynya  se t e l a h  d icocokkan   dengan  as l i n y a   t e r n y a t a  sesua i  

dan   t e l a h  d ibe r i  mate r a i   yang  cukup ,   ya i t u :

1 . Fotocopy  Sura t   Kete r a ng an   Iu r a n  Pembangunan  

Daerah  No.   1109   a . n .  P .  Suna ryo  Sa tu j o ,  a l ama t  

Ds.   Jemberk i d u l ,  Kec   Kal iwa t e s ,   Kab .   Ien r b e r  

t e r t a n g g a t   12- 6- 1980 ,  se t e l a h  d icocokkan  

dengan   as l i n y a   dan  berma t e r a i   cukup   dibe r i  

t anda   T- 1  ;

2 . Fotocopy  Sura t  Kete r a ng a n   dar i   Lurah  

Jemberk i d u l   t e r t a n g g a l   23   Mare t   2006  No.  

590 /1471535 . 0 4 / 2A06   se t e l a h   di s o cokkan   dengan  

as l i n y a   dan   be rma t e r a i   cukup ,  d ibe r i   t anda  

T- 2  ;

3 . Fotocopy   Sura t   Pernya t a a n   dar i  B.  Suna ryo   I  

Ani  t e r t a n g g a l   25  Desember   2005  se t e l a h  

Disclaimer
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dicocokkan  dengan  as l i n y a  dan  berma t e r a i  cukup  

dibe r i   t anda  T- 3  ;

4 . Fotocopy  Sura t  ke t e r a n g a n  Wari s   t e r t a n g g a l  14  

Sep t embe r   2006  se t e l a h   d icocokkan  dengan  

as l i n y a   dan  berma t e r a i   cukup  d ibe r i   t anda  T- 4  

;

5 . Fotocopy   Akta   Pemis ahan   dan   Pernbag i a n  

War i s   No.  039 ,   t i d a k  ada   as l i n y a  d ibe r i  

t anda   T- 5  ;

6 . Fotocopy   Sura t   Kete r a n g a n   dar i  Kelu r a t r a n  

Jemberk i d u f   t e r t a n g g a l   13  Sep t embe r   2006 ,  

Nomor   400 /53 / 5 3 5 . 0 4 / 2 0 0 6 ,   se t e l a h   di cocokkan  

dengan   as l i n y a   dan   be rma t e r a i   cukup  dibe r i  

t anda   T- 6  ;

7 . Fotocopy   Sura t   Kete r a n g a n   dar i   t r ( e l u r a h a n  

Je r nb e r k i d u l ,   t e r t a n g g a l   13   Sep t embe r   2006 ,  

Nomor   400 /54 / 5 3 5 . 0 4 / 2 0 0 6 ,  se t e l a h  d icocokkan  

dengan  as l i n y a   dan  berma t e r a i   cukup   d ibe r i  

t anda   T- 7  ;

Menimbang , . b a hwa   di s amp i ng   buk t i  su r a t ,   Para   Terguga t  

t e l a h   pu l a  menga j uk an  saks i - saks i   yang   ke t e r a n g a nny a  

d ibe r i k a n   a t a s   dasa r   sumpah   ya i t u :

1 . Saks i   TOHA  pada   pokoknya   menerangkan   sebaga i   be r i k u t  

:

− Bahwa   saks i   t ahu   t anah   yang   rnen j a d i   sengke t a   ada l a h  

1  ko t ak   t anah   sawah ,   dengan  ba t a s - ba t a s   :

Uta r a :   J l n .   Sen to t   Prawi r o d i r j o   ;

Timur :   B.  Suna ryo ;

Se la t a n :   Se t e l a h   ga l e ngan ,   t anahnya   Munamur t i ,   P.  

Saba r   dan   B.  Naryo ;

Bara t :   Dulu   t anah   kosong   asa l   mi l i k  P.  Tuminah   ;

− Bahwa   sepenge t a h u a n   saks i   t anah   t e r s e b u t   se j a k   du lu  

berben t u k   ko t ak   dan   masuk   da l am  per s i l   l3 l   ;

− Bahwa   yang   saks i   t ahu   t embok   ke l i l i n g   ada   se j a k   1  

t ahun   yang   l a l u   ;

− Bahwa   t anah   sengke t a   asa l n y a   mi l i k   P .   Suna ry . o  

Sa tu j o   yang   zudah   rnen i n gg a l   dun i a  dan  se t a h u  saks i  

t anah  te r s e b u t   t i d a k   pernah  di j u a l   ;

Disclaimer
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− Bahwa  t anah  t e r s e b u t  seka r a n g  dikua s a i  o leh  P.  Slame t  ;

− Bahwa  sebe l a h   se l a t a n   se t e l a h   ga l engan   t anah  mil i k  

Munamur t i   yang  seka r a ng   sudah  d i j u a l  kepada   orang  

c ina  ;

− Bahwa  se t e l a h   d i j u a l  kemudi an   t anah   t e r s e b u t   dibangun  

t embok  ke l i l i n g   ;

− Bahwa   saks i   t ahu  di l o k a s i   t anah  sengke t a   ada  rumah  yang  

d id i am i   ol eh  Slame t  dan  Er f an ;

− Bahwa   dahu l u   yang   rnenempa t i   t anah   sengke t a   ada l a h  

P.  Saa t   dan   P.  Rahayu   yang  s i f a t n y a   hanya   rnenumpang  

se l ama   20   t ahun ;

− Bahwa   saks i   t ahu  ka l au  P.  Suna ryo  Sa tu j o  mempunya i  3  

orang  anak  ya i t u   1 .  Rupik   2 .  Sup i ah  dan  Rudjamah ,  

sedangkan   P.  Slame t   ada l a h   cucu  ;

2 . Saks i  RIDWAN, pada   pokoknya  menerangkan   sebaga i   be r i k u t  

:

− Bahwa   saks i   kena l   dengan   B.  Maryam,   Si t i   Aminah   dan  

Ja l i l ;

− Bahwa   B.  Maryam   pernah   menyuruh   l a l i l  un tuk   menanami  

t anah   sengke t a ;

− Bahwa   t anah   yang   d ike r j a k a n   Ja l i l   d ip i n gg i r   j a l a n  

dan   i t u   t anahnya   P.  Suna ryo   Sa tu j o / P .  Yo;

− Bahwa   saks i  kena l  dengan  M.  Slame t  dan  Er f an ;

− Bahwa   Slame t  cucunya  P.  Yo dan  Er f an  c i c i t n y a  P.  Yo;

− Bahwa   bangunan  cuc i a n  sepeda  moto r   d ia t a s   t anah  

sengke t a   dibangun   o leh   Slame t ,  dasa r ny a   kar en a   Slame t  

sebaga i   ah l i   war i s n y a   dar i   P .  Yo;

− Bahwa   Slame t   anaknya   Rupi ' a h   sedangkan   Rupi ' a h  

anaknya   P.  Sa tu j o   Suna ryo / P .   Yo;

− Bahwa   B.  Naryo   orang   l a i n   dengan   P.  Suna ry a   Sa tu j o / P .  

Yo;

Menimbang ,  bahwa  un tuk   mengua t k a n   da l i l   j awabannya  Para  

Pengguga t  i t e r v e n s i   t e l a h  menga juk an   buk t i  su r a t - su r a t   yang  

fo t o c opynya  se t e l a h   dicocokkan   dengan  as l i n y a   t e r n y a t a  sesu a i  

dan  t e l a h  dibe r i  mate r a i  yang  cukup  dan  dibe r i   t anda  PI - l   s / d .  

PI - 7 ,  ya i t u :

1 . Fotocopy  Sura t   Kete r a n g a n   Iu r a n  Pembangur i a n   Daerah  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.   1109   a . n .  P.  Suna ryo  Sa tu j o ,  a l ama t  Ds .  

Jemberk i d u l ,  Kec .   Kal iwa t e s ,   Kab ,   Jember  t e r t a n g g a l  

12- 6- 1980 ,   se t e l a h  d i cocokkan  dengan  as l i n y a  dan  

berma t e r a i   cukup  ,d i b e r i   t anda   PI - l   ;

2 . Fotocopy  Sura t  Kete r a ng a n  da r i   Lurah  Jemberk i d u l  

t e r t a n g g a l   23   Mare t   2006  No.  

590 /147 / 5 3 5 . 0 4 / 2 0 06 s e t e l a h   d i cocokkan   dengan  

as l i n y a   dan   be rma t e r a i   cukup ,  dibe r i  t anda  PI - 2 ;

3 . Fotocopy   Sura t   Pernya t a a n   dar i   B.  Suna ryo   /  Ani  

t e r t a n g g a l   25  Desember   2005   se t e l a h  d icocokkan  

dengan   as l i n y a   dan   be rma t e r a i   cukup  d ibe r i   t anda  

PI - 3  ;

4 . Fotocopy  Sura t  Kete r a ng a n  Wari s  t e r t a n g g a l  14  

Sep t embe r  2006   se t e l a h   d icocokkan  dengan   as l i n y a  

dan   berma t e r a i   cukup   d ibe r i   t anda   PI - 4  ;

5 . Fotocopy   Akta   Pemis ahan   dan   Pembag i a n   Wari s   No.  

039 ,   t i d a k   ada   as l i n y a  dibe r i   t anda   PI - 5   ;

6 . Fotocopy  Sura t  Kete r a ng a n   dar i  Kelu r a h a n  Jemberk i d u l ,  

t e r t a n g g a l  13  Sep t embe r   2006 ,  Nomor  

400 /53 / 5 35 . 0 4 / 2 0 06 ,   se t e l a h   di cocokkan   dengan  

as l i n y , , a   dan   berma t e r a i   cukup  dibe r i   t anda   PI - 6  

;

7 . Fotocopy   Sura t   Kete r a n g a n   dar i   Kelu r a h a n  

Jemberk i d u l ,   t e r t a n g g a l   13   Sep t embe r   2006 ,  Nomor  

400 /54 / 5 35 . 0 4 / 2 0 06 ,  se t e l a h  d i cocokkan   dengan  as l i n y a  

dan  berma t e r a i   cukup  dibe r i   t anda   PI - 7  ;

Menimbang ,   bahwa   d i s amp i ng   buk t i  su r a t ,   Para   Pengguga t  

In t e r v e n s i   t e l a h   pu l a  menga jukan   2  (dua )   orang   saks i   yang  

ke t e r a n g a nnya   d ibe r i k a n   a t a s   dasa r   sumpah   ya i t u :

1 . RAHAYU, yang   pada   pokoknya   menerangkan   sebaga i   be r i k u t  

:

− Bahwa   saks i   sebe i um   t i n gg a l   d i  Genteng   pernah  

t i n gg a l   di  Talang s a r i   da r i   t ahun   1945  sampa i  

dengan   1960   ;

− Bahwa  saks i  t i d a k  t ahu  ada  permasa l a h a n  sengke t a  

t anah ,  t ap i  saks i  t ahu   ka l a u  P.  Suna ryo  Sa tu j o  

d imakamkan  di t a n a h  peka r a ng an  yang  ada  rumahnya ;

− Bahwa  saks i   t i d a k  t ahu   t anah   yang  d id i am i  du lu ,  

Disclaimer
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seka r a n g   digunakan   apa   ;

− Bahwa   t anah   yang  d i t empa t i  ol eh  saks i   du lu  ada l a h  

mil i k  P.  Suna ryo   Sa tu j o ;

− Bahwa  P.  Suna ryo  Sa tu j o   t i d a k  pernah  mengga r a p  

d i t a n a h   t e r s e b u t   ka r ena  du lu  yang  mengga r a p  

ada l a h   Bapaknya   saks i   ;

− Bahwa   t anah   yang   d ike r j a k a n   Bapaknya   du lu  

berupa   t anah   peka r a ng a n   dan   se t a hu   saks i  t anah  

t e r s e b u t   t i d a k  pernah   d i j u a l  ;

− Bahwa   saks i  membena rk an  ka l au  anaknya  d imakamkan  

dikubu r a n   t e r s e b u t  dan  ke t i k a  nyeka r  pernah  ber t emu  

dengan  P.  Tun   yang  mence r i t a k a n  ka l au  t anah  yang  

du lu   saya  tempa t i  seka r a ng   di t empa t i   o leh  orang  

c ina ;

− Bahwa   saks i  kena l  dengan  orang  yang  bernama  P.  Rus  

juga  ad iknya  yang  be rnama  P.  Slame t  ;

− Bahwa   saks i   t ahu   anak   da r i   P .  Suna ryo   Sa tu j o  

ada   3  orang   ya i t u   1 .   Rupiab ,   2 .   Rupi   dan  3 .  

Rujamah ;

− Bahwa   saks i   t ahu ,   ba t a s - ba t a s   t anah   sengke t a ,  

ya i t u   :

Uta r a :   Ja l a n   kec i l   ;

Timur :   Bata s   t embok   ,

Se l a t a n :   Rumah P.  Saa t  ;

Bara t :   Mbah Tuminah ;

− Bahwa  se t a h u  saks i  se l ama   d i  Ta lang s a r i  t anah  

sengke t a  t i d a k   ada  t anamannya   ;

2 . SAAT,  yang   pada   pokoknya   menerangkan   sebaga i  

ber i k u t   :

− Bahwa   saks i   t i n g g a l   d i  J l n .  Sen to t   Prawi r od i r j o  

Gg.   Jambu  Jember   ;

− Bahwa  saks i   t ahu  pa ra  pihak  yang  ber s e ngke t a  

masa l a h  t anah  yang  loka s i n y a   di an t a r a  rumah   saya ;

− Bahwa  sebe l a h   u ta r a  rumah  saks i  ada l a h   t anah  

t ega l a n  dan  saks i   t i d a k   t ahu  berap a  lua s ny a   yang  

saks i   t ahu   ba t a s - ba t a s n y a   ada l a h   :

Uta r a :   Dulu  Buan i  ;
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Timur :   Dulu   t anah   B.  Busan i   seka r a ng   P.  Narya   ;

Se l a t a n :   Galengan ;

Bara t :   Saya   lupa ;

− Bahwa  yang  saks i  t ahu   t anah  tega l a n  t e r s e b u t  t i d a k  

ada   yang   menge r j a k a n  ;

− Bahwa   t anah   t ega l a n   t e r s e b u t   mi l i k  P.  Suna ry a  

d t r l u   yang   menger j a k a n   P.  Rahayu  dengan   saks i  

dan   P.   Jumas   ;  

− Bahwa   saks i   menge r j a k a n   t anah   t e r s e b u t   ka r ena  

saks i   menumpang   pada   P.  Suna ryo   dan  saks i  

p indah   se j a k  t ahun   1965   ;

Menimbang ,   bahwa   se l a n j u t n y a   Maje l i s  Hakim  te l a h  

melakukan   pemer i k s a a n  tempa t  un tuk  kedua   ka l i n y a   a t a s   t anah  

obyek  sengke t a  yang   has i l  da r i  pemer i k s a a n   se t empa t  t e r s e b u t  

menunjuk   kepada   Ber i t a  Acara  Per s i d a n g a n   yang  merupakan  

bag i a n   yang  t i d a k  t e r p i s a h k a n   dengan   pu tu s a n   in i ;

Menimbang ,   bahwa   pada  akh i r n y a   kedua   be l a h   pihak  

t i d a k   menga j uk an   se su a t u  l ag i   ke   pe r s i d a n g a n   dan   par a  

p ihak   t e l a h   member i k a n   kes i r n p u l a n n y a   mas ing - mas ing   un tuk  

Pengguga t  t e r t a n g g a l  30  Nopember  2006 ,  un tuk  Para  Terguga t  t i d a k  

ber t a n gg a l  dan  un tuk  Para  Pengguga t  In t e r v e n s i   t e r t a n g g a l   30  

November   2006 ,   yang   pada  pokoknya   memohon  kepada  Maje l i s  

Hakim  aga r   pe rka r a  in i  dipu t u s  dengan   yang  sead i l - ad i l n y a ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam  Ekseps i

Menimbang ,   bahwa   maksud   dan   tu j u a n   su r a t   guga t a n  

Pengguga t   sebaga imana  t e r s e b u t   di a t a s ;

Menimbang ,   bahwa   Para  Terguga t   pada  pokoknya   menga jukan  

eksep s i   yang  per t ama  memperso a l k a n  a l ama t  dan  domis i l i  Para  

t e r g ug a t  ada l a h  ke l i r u  kar ena   t i d a k   se su a i  dengan   KTP yang  

ada   pada   d i r i  Para   Terguga t ;

Menimbang ,   bahwa  mernpe r h a t i k a n   re l a s  pangg i l a n  yang  

d ia l ama t k a n  kepada  Para  Terguga t  t e r n y a t a  t e l a h  d i t e r im a   ol eh  

Para  Terguga t  dan  Para  Terguga t  mela l u i   kuasanya  t e l a h   da t ang  

menghadap   kepe r s i d a n g a n   seh i n gg a  dengan  demik i a n   sudah   j e l a s  

bahwa   guga t a n  Pengguga t  t e l a h   t epa t   dan   bena r   d i t u j u k a n  

kepada  a l ama t   dan   t empa t   t i n g g a l   pa r a   Terguga t ,  ol eh  

karenany a  Ekseps i  Para  Terguga t  menuru t   Maje l i s  Hakim   t i d a k  

Disclaimer
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bera l a s a n  hukum  dan  dinya t a k a n   di t o l a k ;

Menimbang ,   bahwa   mengeaa i   da l i l   Ekseps i   bu t i r   ke   2  

yang   mana   Terguga t  mempersoa l k a n   bahwa  ada l a h  ke l i r u   apab i l a  

t anah  sengke t a   hanya  se l u a s   4 ,5  M2 dan  yang  bena r  Para  

Terguga t  menguas a i   se l u a s   ?50  l t f 2  berda s a r   pe fok  C.  109  An.  

P.  Suna ryo  Sa tu j o ,  Per s i l   75 ,  D. I ,   bahwa  da l i l   Ekseps i  Para  

Terguga t  t e r s e b u t  menuru t  Maje l i s   Hakim   sudah  menyangku t  

pokok   perka r a   yang   tunduk   kepada   hukum  pembuk t i a n   ol eh  

karenany a   Ekseps i  t e r s e b u t  t i d a k  be ra l a s a n  dan   dinya t a k a n  

d i t o l a k ;

Menimbang ,   bahwa  mengena i   da l i l  Ekseps i   bu t i r   ke  3  

mengena i   ka l ima t  da l am  ut i r   ke  6  yang   t e r d a p a t   tu l i s a n  

Terguga t   I ,  I I ,  I I I  menuru t   Maje l i s   bukan   merupakan  

kesa l a h a n  yang  ber s i f a t   pr i n s i p   yang  dapa t   merug i k a n  

kepen t i n g a n   pembe l a a n   dar i  pa r a   Terguga t   ka ren a  adanya  

t ambahan   Terguga t   I I I   da l am   da l i l  pos i t a  guga t a n   t e r s e b u t ,  

sema t a - mata   t e l a h  di aku i  ol eh   Pengguga t   ka r ena   sa l a h   ke t i k  

dan  da l a r n  su r a t  guga t a n   Pengguga t   zudah   j i l a s   bahwa  subyek  

hukum  yang   diguga t   ol eh   Pengguga t   ada l a h   hanya   t e r d i r i  

da r i  Terguga t   I  dan   Terguga t  seh i n gg a  da l i l  eksep s i   yang  

demik i a n   i t u  menuru t   Maje l i s   t i d a k  mengurang i   sub t a n s i  

guga t a n  Pengguga t ,   ol eh   kar enany a   Ekseps i   Para   Terguga t  

t i d a k  bera l a s a n   dan   dinya t a k a n   di t o l a k  ;

Dalam  Pokok  Perka r a :

Dalam  Konpens i   :

Menimbang ,   bahwa   dar i  aca r a   j awab  menjawab   t e r n y a t a  

yang  menjad i   obyek  sengke t a   da l am  pe rka r a   in i   ada l a h  

mengena i   obyek  t anah  se l u a s  ±  4 ,5  M2 dengan   ben t uk  seg i t i g a  

yang  menuru t  Pengguga t  merupakan  hak  Pengguga t  kar en a   merupakan  

bag i a n   dar i  t anah   SHM No.  4999 ,   gambar   s i t u a s i   t e r t a n g g a l  

13   lu l i   1994   No.  3068 /1994   se l u a s   3 .310   M2 seh i ngg a  

perbua t a n   Para  Terguga t   yang  menguas a i   dan  mendi r i k a n  

bangunan   rumah  di a t a s  t anah   se l u a s  ± 4 ,5  M2 ada l a h   merupakan  

Perbua t a n   melawan   hukunr ,   ka r en a   ak iba t n y a   t anah  mi l i k  

Pengguga t   menga l am i   pe rubahan   ba t a s   dan   lua s ny a   menjad i  

berku r a n g ,   adapun   t anah  yang   dikua s a i   o l eh   Para   Terguga t  

t e r s e b u t   ba t a s - ba t a s n y a   sebaga i   be r i k u t   :

Uta r a :  Se lokan  kemudi an   j a l a n ;
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Timur :  Herman   Raha r j a ;

Se l a t a n :  Kuburan   kemudian   t anah   Herman   Raha r j a ;

Bara t :  Pak   Rusd i am /E r f a n   Fad i l l a h ;

Se lan j u t n y a   di s ebu t   sebaga i   t anah   sengke t a ;

Menimbang ,   bahwa   seba l i k n y a   par a   Terguga t   maupun  

Pengguga t   In t e r v e n s i   pada  pokoknya  menolak   da l i l  guga t a n  

Pengguga t   t e r s e b u t   ka r en a   ha l  t e r s e b u t   ke l i r u  besa r   dengan  

kenya t a a n   d i l o k a s i ,   Para   Terguga t   rnengua s a i   t anah   dan  

mendi r i k a n   bangunan   nrmah   dibangun  sebe l a h   bar a t n y a   bukan  

se l u a s   4 ,5  M2  akan   t e t a p i   se l u a s  ± 750  M2 yang   mana   t anah  

t e r s e b u t  ber a s a l   da r i   t anah   mi l i k  pen ingga l a n   P,  Suna ryo  

Sa tu j o  Per s i l  75 ,   pe tok   C.  1105   Klas   D. I  se l u a s  750   M2  dan  

P.   Suna ryo   Sa tu j o  (Alm)   t i d a k   l a i n   ada l a h   kakek   Rusd i am  

(Te rguga t  I I )  dan  Er f an   Fad i l l a h   (Te rguga t   I )  sebaga i  

buyu tnya  se r t a   Para  Pengguga t   In t e r v e n s i   ada l a h   ke tu r u n a n  

dar i   P.  Suna ryo   Sa tu j o   yang   juga  merupakan   ah l i   war i s n y a ,  

o leh   kar en a   i t u  perbua t a n   Terguga t  I   dan   Terguga t   I I   yang  

membangun   rumah   di a t a s   t anah   sengke t a   ada l a h   bukan  

Perbua t a n  Melawan   Hukum  ka ren anya   Para   Terguga t   membangun  

rumah   d ia t a s   t anah   mi l i k  kakeknya  Para   Terguga t   seh i ngg a  

SHM  yang   d imi l i k i   ol eh   Pengguga t   sanga t  merug i k a n   bag i  

Para  Terguga t ,   ka r en a  t e r b i t n y a   SHM No.   4999  berda s a r  

pe tun j u k   bekas  yasan  tu t i p a n   pe tok   C.  No.3881 ,   pe r s i l   68 ,  

Klas  S. I I   lua s   2110   M2,   t e t a p i   pada   gambar   s i t u a s i  

t angga l   13   Ju l i  1994   No.  3068 /1994  lua s ny a   menjad i  3103  M2 

seh i ngg a   ada   se l i s i h  yang  sanga t   s i gn i f i k a n  ya i t u  sebe s a r  

ada l a h   t anah   mi l i k   asa l   P .   Suna ryo   Sa tu j o   yang   mana   Alm 

P.   Suna ryo   Sa tu j o   dikubu r k a n   dia t a s  t anah   sebe l a h   t anah  

sengke t a ;

Menimbang ,   bahwa   dar i   ha l - ha l   t e r s e b u t   yang   menjad i  

per s e l i s i h a n   hukum   ada l a h  mengena i   apakah   t anah   sengke t a  

merupakan   bag i a n   dar i   t anah  se r t i p i k a t   Hak  Mil i k  No.  4999  

a .n   Pengguga t   a t au   merupakan   t anah   yang   ber a s a l   da r i  

l e l u hu r   Para   Terguga t   ya i t u   P .  Suna ryo  Sa tu j o   yang   berhak  

d iwar i s i   ol eh   Terguga t   dan  Pengguga t  In t e r v e n s i   ?

Menimbang ,  bahwa   o l eh   ka r en a   guga t a n   Pengguga t  

d iban t a h   ol eh   Para   Terguga t ,  maka   beban   pembuk t i a n  

per t ama - t ama  dibebankan   kepada   Pengguga t   yang   un tuk   i t u  
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Pengguga t   t e l a h   menga jukan  a l a t  buk t i  su r a t   yang   dibe r i  

t anda   P- l  sampa i   dengan   P- 4   se r t a   5  ( l ima )   orang   saks i  

yang   di sumpah ,   ya i t u   Rohmad ,   Drs .   Muhnawi ,   Dja l i l ,  

Muhamad   Ar i f i n  dan  seo r a ng   saks i   ah l i  da r i   Badan   Per t a n a h a n  

Nas iona l   Rio  Sumard i y a n t o ,   SH. ,   sedangkan   Para  Terguga t  

un tuk   membuhikan   da l i l   ban t a h a nny a   t e l a h   menga jukan   a l a t  

buk t i  su r a t   yang   dibe r i  t anda   T- 1   sampa i   dengan   T- 7   se r t a  

dua   (dua )   orang   saks i   yang   d i s umpah   ya i t u   Ridwan   dan  

Toha ;

Menimbang  bahwa   masuknya   Para   Pengguga t   In t e r v e n s i  

da l am   perka r a   in i  ka r en a  meras a   mempunya i   hak / b e r k e p e n t i n g a n  

a t a s   t a r i a h   sengke t a   ka r ena   Para   Pengguga t   In t e r v e n s i  

sebaga i   ah l i  war i s   da r i  P.  Suna ryo   Sa tu j o .   Maka  Para  

Pengguga t   In t e r v e n s i   t e l a h  menga j uk an  ban t a h a n   a t a s  guga t a n  

Pengguga t   dan  un tuk   rnembuk t i k a n   ban t a h a nny a   Para  pengguga t  

In t e r v e n s i   t e l a h  menga juk an   a l a t  buh i   su r a t   yang   dibe r i  

t anda   PI , l   sampa i   dengan   PI - 7  se r t a   2  (dua )   orang   saks i  

yang   di sumpah   ya i t u   Rahayu   dan  P.  Saa t  ;

Menimbang ,  bahwa  dar i   has i l  pemer i k s a a n  se t empa t  se r t a  

mel i h a t   iden t i t a s  t anah  sengke t a  yang  ada  pada  buku   t anah  d i  

Kanto r   Kelu r a h a n  Jember  Kidu l   d ihubungkan  dengan  ke t e r a n g a n  

saks i - saks i   da r i  pa r a  p ihak   se r t a  buk t i  su r a t - su r a t   da r i  pa r a  

p ihak   maka  Maje l i s  Hakim   mempero l e h   fak t a  hukum bahwa   buk t i  

P- l   yang  berupa   SHM No.  4999  bera s a l   da r i  pe tok  C 3881 ,  

per s i l   68 ,  Klas  S. I I   lua s   2110   M2  berupa   t anah   sawah   dan  

apab i l a   dicocokkan  dengan   su r a t  pembag i a n   dan  pemis ah an   a t a s  

nama  Si t i   Aminah  (buk t i  T- 5)   t e r n y a t a   ada  ber s e s u a i a n  

mengena i   lua s   t anah   mi l i k  Pengguga t   se l u a s   2l l 0  M2,   ha l  

in i  apab i l a   dihubungkan  dengan  su r a t  ke t e r a n g a n  Lurah   Jember  

Kidu l   (buk t i   P- 4 ,   buk t i i  T- 2 ,   buk t i  PI - 7)   yang   i s i n y a  

menerangkan   bahwa  SHM  No.  4999   t i d a k  ada  ke t e r k a i t a n n y a  

dengan  t anahnya  P.  Suna ryo  Sa tu j o  kar en a  tanah  mil i k  P.  Suna ryo  

Sa tu j o  berupa  t anah  peka r a ng a n  dan  bukan  t anah  sawah  pe tok  C.  

No.  1109  per s i l  75 ,  k l a s  D.I  lua s  750  M2 (buk t i  buk t i  T- 1  dan  

buk t i  PI - 1)  

Menimbang ,  bahwa  dar i  fak t a   t e r s e b u t  di a t a s   t e r b uk t i  

bahwa   SHM  No.  4999 / J embe r   Kidu l   A.n .  Pengguga t   j en i s  

t anahnya   ada l a h   sawah   bukan   t anah   peka r a ng a n ,  Klasnya  S. I I  

Disclaimer
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yang  t en t u ny a  menuru t  ke l a z iman  t anah  Klas  yang  demik i a n  

l e t a k ny a  bukan  d ip i n gg i r   j a l a n  besa r ,   lua s ny a   dar i  2110  M2 

pemohonan   SHM awal  menjad i   3103  M2 (ada  ke l eb i h a n   t anah   993  

M2)   ke l eb i h a n   t anah   mana   menuru t   saks i   ah l i  Rio  

Sumard i y a n t o  dar i  BPN t i d a k   di i k u t i  dengan  su r a t  ke t e r a n g a n  

dar i   pe j a b a t  yang  berwenang ;  pemasangan   ba t a s  yang  menya l a h i  

a tu r a n  Badan  Per t a n a h a n   Nas iona l   ka r ena  menuru t   saks i  Rahmat  

saa t  penguku r a n  u lang  memaka i   t anda  ba t a s   da r i  kayu  dan  yang  

memasang  ba t a s  be ton  di l a k uk an  bukan  oleh  saks i  sebaga i   pe tuga s  

ju r u  ukur  da r i  Badan  Per t a n a h a n  Nas iona l  dengan   t anpa  

d i s a k s i k a n  o leh  t e t a n g g a  kanan  k i r i  dan  sepenge t a l r u a n  dar i  Para  

Terguga t  dan  Pengguga t   In t e r v e n s i ,  se r t a  penun j uk an   ba t a s -

ba t a s   t i d a k   di l a k uk a n   ol eh   pemohon   send i r i   Pengguga t )  

mela i n k an  d iwak i l k a n   kepada   saks i   P .   Dja l i l ,   seh i ngg a  

dengan   penun j uk an   ba t a s   yang   diwak i l k a n   t e r s e b u t  menuru t  

maje l i s  penun j uk annya   menjad i   t i d a k  aku r a t ,   o leh  karenany a  

fak t o r   keke l i r u a n  da l am  penguku r a n   t anah ,   kemungk i n an   besa r  

b i s a   t e r j a d i   apa l a g i  menuru t   saks i   - saks i   da r i   Para  

Terguga t  t anah  Pengguga t   t e r l e t a k   d i s e b e l a h   t imu r   yang  

d ibe l i   da r i   Si t i   Aminah ,   dimana  Aminah  mendapa t   war i s a n  

dar i   ibunya  yang  bernama  Maryam   sedangkan   B.  Maryam   dapa t  

membel i   da r i  mbah   Suna ryo   a l .  San t i a n i   dan   mbah   Suna ryo  

in i  bukan   i s t r i  da r i   P .  Suna ryo

Sa tu j o   (  Saks i   Ridwan) ;

Menimbang   bahwa   demik i a n   ha lny a   dengan   memperha t i k a n  

has i l  pemer i k s a a n  se t empa t   dan   saks i - saks i   da r i   Para  

Terguga t   konpens i   d i  pe ro l e h   faha  bahwa   gambar   s i t u a s i  

t anah  menuju  arah   bar a t   dan   t imur  dan   b i l a  d iband i n g k a n  

dengan   gambar   s i t u a s i   da r i  buk t i  su r a t  P- 1  pan j a ng   t anah  

menjad i  kea r ah   u ta r a  dan   se l a t a n   dan  ba t a s   sebe l a h   t imur  

dar i  buk t i  su r a t   P- l  t e r t u l i s  nama   H.  Maryam  yang  seka r a ng  

d ikua s a i   ol eh  P.  Ja l i l  ( s ak s i   4  da r i  Pengguga t ) ;

Menimbang   bahwa   dar i   fak t a - fak t a   t e r s e b u t  di a t a s   dapa t  

d i s impu l k a n   bahwa  Pengguga t  t e l a h   ke l i r u  menun juk  ba t a s   pada  

saa t   penguku r a n   ul ang  dan   t anah  Para  Terguga t  ada l a h   se l u a s  

750  M2  yang  te l a h  diuku r  dan  masuk  keda l am  su r a t   ukur  t anah  

SHM No.   4999  (buk t i  P- 1)   dan   fak t a   in i  t e l a h   dipe r k u a t  

dengan   kebe r a d a a n   buk t i  P- 4   yang   mana  su r a t  da r i  Kelu r ah a n  
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Jember  Kidu l  t e r s e b u t  t i d a k  mencan t umkan  lua s  t anahnya  dengan  

j e l a s  seh i n gga  ha l  in i  makin  memper j e l a s  t en t a n g  adanya  

kesa l a h a n  penun j uk an  ba t a s  dar i  Pengguga t  yang  d iwak i l i  ol eh  

saks i  P.  Ja l i l  mengandung  kesa l a h a n  dan  keke l i r u a n  yang  

berak i b a t  t anah  Para  Terguga t  dan  Pengguga t  In t e r v e n s i  masuk  

keda l am  bag i a n  SHM No.  4999  mil i k   Pengguga t  dan  ha l  in i   t e l a h  

se j a l a n  dengan  ke t e r a n g a n  saks i - saks i  yang  d ia j u k a n   ol eh  Para  

Terguga t  konpens i  dan  Pengguga t  In t e r v e n s i ;

Menimbang ,  bahwa  buk t i   P- l   t e r b i t n y a  ada l a h  be rda s a r k a n  

dar i  pe tok  C.  3881 ,  per s i l  8 ,  Klas  S. I I ,  lua s  2110  M2 dan  ha l  

in i  se j a l a n  dengan  buk t i  su r a t  T- 5  namun  se t e l a h  t e r b i t  SHM No.  

4999  lua s ny a  ber t ambah  menjad i  3 .103  M2  yang  be ra r t i  ada  

ke l e b i h a n  tanah  993  M2 ;

Menimbang ,  bahwa  adanya  ke l e b i h a n  tanah  993  M2 di s amp i ng  

ke l e b i h a n ny a  d i l u a r  ba t a s  kewa j a r a n  juga  b i l a  dika i t k a n  dengan  

lua s  t anah  yang  d ikua s a i  ol eh  Para  Terguga t  dan  Pengguga t  

In t e r v e n s i  per s i s  sa rn a  ya i t u   se l u a s  750  M2  yang  berupa  t anah  

peka r a ng a n  yang  be lum  dibangun  dan  s i s a n y a  243M2 di j a d i k a n  makam 

ke lu a r g a  dan  tempa t  cuc i a n  ( s e l u a s  415  M2 yang  menjad i  obyek  

sengke t a )  ;

Menimbang ,   bahwa  ke t e r a n g a n  saks i  par a   Terguga t   dan  

Pengguga t  In t e r v e n s i   yang  menerangkan  bahwa  tanah  B.  Maryam  

l e t a k ny a  bukan  d ibe l a k a n g / s e b e l a h  se l a t a n  tanah  mil i k  P.  Suna ryo  

Sa tu j o ,  mela i n k a n  ada  d ibe l a k a ng  sebe l a h  t i r n u r  t ana l / r umah  

mil i k  orang  l a i n  (Yeyen )  dan  fak t a  in i  t e l a h  se j a l a n  dan  

d idukung  dengan  buk t i  su r a t  T- 4 ,  ol eh  ka ren anya  buk t i  P- 3  yang  

menerangkan  bahwa  Pengguga t  rnembe l i  t anah  dar i  Si t i   Aminah  

(anak  dare i  Maryam)  bukan l a h   merupakan  obyek  jua l   be l i   a t a s  

t anah   sengke t a  kar ena  obyek  jua l   be l i   l e t a k n y a  be l a k ang  

sebe l a h  t imur   dar i  t anah  sengke t a  (be l a k a ng  rumah  Yeyen )  yang  

menuru t  saks i  Ja l i l  t anah  te r s e b u t  d ikua s a i  o l eh  saks i ;

Menimbang   bahwa  ke t e r a n g a n  saks i  dar i   Pengguga t  ya i t u  

Munahwi   ada  ha l   yang  t i d a k  log i s  ya i t u  kar ena  saks i  

menerangkan  l ah i r  t ahun  1950  dan  kawin  t ahun  7972  dengan  Si t i  

Aminah ,  t ahu  loka s i  t anah  sengke t a  t ahun  1960  dan  pernah  

mel i h a t n y a  in i  ber a r t i  saks i  pada  umur  l0   t ahun  (be l um  kawin  

dengan  Si t i   Aminah )  sudah  t ahu  loka s i  t anah  sengke t a ,  padaha l  

waktu  i t u  i a  mas ih  anak - anak  yang   be lum  melakukan   perkaw in an  
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dengan   Si t i   Aminah ,  seh i ngg a   ha l   t e r s e b u t   menuru t   Maje l i s  

ke t e r a n g a n   saks i   t e r s e b u t   t i d a k   log i s   dan  d ike s amp i ngkan ;

Menimbang ,  bahwa  demik i a n   ha lny a  dengan  ke t e r a n g a n  saks i  

Ja l i l ,   i a   menerangkan  akh i r  t ahun  1995  mengaku  pernah  

menge r j a k a n  t anah  mil i k  Si t i  Aminah  yang  mendapa t  war i s a n  dar i  

ibunya  yang  bernama  B.  Maryam  se l ama  35  tahun  se j a k  j aman  

Belanda ,  bahwa  ke t e r a n g a n  saks i  in i   t i d a k   log i s  kar en a  saks i  

yang  l ah i r  t a l n r n  1955  menge r j a k a n  tanah  Si t i  Aminah   t ahun  1944  

yang  bera r t i  saa t  i t u  saks i  be lum  l ah i r  ;

Menimbang  bahwa  dar i  se l u r u h  fak t a - fak t a  t e r s e b u t  di a t a s  

t e r n y a t a  berda s a r k a n  buk t i - buk t i  yang  di a j u k a n  Pengguga t  ke  

per s i d a n g a n  t i d a k  be rha s i l  membukt i k a n  da l i l   guga t a nnya  ol eh  

karenany a  guga t a n  Pengguga t  haru s l a h  di t o l a k   un tuk  se l u r u h ny a  ;

Menimbang ,   bahwa   dar i   pe r t imbangan - per t imbangan  

t e r s e b u t   di a t a s   Maje l i s  be rpendapa t  bahwa  Pengguga t  t e l a h  

ke l i r u  mengukur  t anah  yang  d i t a k uk a n  oleh  ju r u   ukur   da r i  Badan  

Per t a n a h a n   Nas iona l   dengan   rnemasukkan   t anah   Para   Terguga t  

dan   Pengguga t  In t e r v e n s i  se l u a s  750  M2  dan  makam  t empa t  

ke lu a r g a  besa r  P.   Suna ryo  Sa tu j o  se r t a  bangunan  cuc i a n  sepeda  

moto r  se l u a s  243  M2 yang  masuk  keda l am  lua s  t anah  se r t i f i k a t  No.  

4999 ,  ol eh  karenanya  buk t i  P- l  yang  berupa  se r t i f i k a t  No.  4999  

a .n .  Pengguga t  t e r s e b u t  menjad i  caca t  hukum dan  t i d a k  sah  se r t a  

t i d a k  mempunya i  kekua t a n  hukum yang  mengika t ;

Dalam Rekonpens i  :

Menimbang ,  bahwa  maksud  dan  tu j u a n  guga t a n   rekonpen s i  dar i  

pa r a  Pengguga t  Rekonpens i  ada l a h  sebaga imana  t e r s e b u t  di a t a s ;

Menimbang ,   bahwa  Terguga t   I   dan  Terguga t  I I   asa l  

se l a n j u t n y a  di s ebu t   sebaga i  Pengguga t  rekonpen s i  danPengguga t  

ase l  se l a n j u t n y a  di s e h r t  sebaga i  Terguga t  Rekonpens i  ;

Menimbang ,  bahwa  ha l - ha l  yang  t e l a h  dipe r t i mbangkan  da l am  

konpens i  d ipandang   iku t   pu l a   dipe r t imb angkan   da l am   guga t a n  

rekonpen s i   in i   dan   merupakan   sa t u  kesa t u a n  yang  t i d a k  

t e r p i s a h k a n  sa t u  dengan  yang  la i n ny a   ;

Menimbang ,   bahwa   yang   menjad i   obyek   sengke t a   da l am  

perka r a   in i   ada l a h  iupa  t anah  peka r a ng an  pe tok  C.   1109 ,  

per s i l  75  kl a s  D.I   dengan  lua s  750  M2 a /n .  P.  Suna ryo  Sa tu j o  

yang  t e r l e t a k  di   Kelu r a h a n  Jemberk i d u l ,  Kecamat an  Kal iwa t e s  

Kabupa t e n  Jember  dengan  ba t a s - ba t a s  sebaga i  ber i k u t  :
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Uta r a :  Ja l a n  Sen to t  Prawi r od i r j o  ;

Timur :  Tanah  mil i k  Mulyo t e j o  ;

Se l a t a n :  Tanah   Fle r r n a n   Rahar j a

Bara t :  Tanah   makam   ke lu a r g a   P.   Suna ryo   Sa tu j o  

dan  Er f an   ;

Se l an j u t n y a  d i s e bu t  t anah  sengke t a  ;

Menimbang ,  bahwa  yang  menjad i  per s o a l a n  hukur r r  seh i ngg a  

menjad i  per s e l i s i h a n  hukum  an t a r a  kedua  be l ah  piha l q  kemudian  

masuk  sebaga i  pihak  para  Pengguga t  in t e r v e n s i  ka r en a  ia  juga  

sebaga i  ah l i  war i s  dar i  P .  Suna ryo  Sa tu j o  yang  berhak  pu la  

mewar i s  hak  a t a s  t anah  sengke t a  ada l a h  bahwa  menuru t  da l i l  pa r a  

Pengguga t  rekonpen s i  t anah  sengke t a  ada l a h  bera s a l  dar i  mi l i k  P.  

Suna ryo  Sa tu j o  yang  j a t u h  war i s  pada  para  Pengguga t  rekonpen s i  

dan  para  pengguga t  in t e r v e n s i ,  seh i n gg a  Terguga t  rekonpen s i  yang  

mengaku i  t anah  sengke t a  merupakan  mil i k ny a  yang  merupakan  bag i a n  

dar i  SHM No.  4999  ada l a h  t i d a k  bena r ,  seh i n gga  SHM No.  4999  a .n .  

Terguga t  rekonpen s i  t e r s e b u t  t i d a k   sah  dan  ba t a l  dern i  hukum 

karena  ke l e b i h a n  lua s  t anah  mil i k   pa r a  Pengguga t  rekonpen s i  dan  

Pengguga t  In t e r v e n s i   ;

Menimbang ,  bahwa  ha l - ha l  yang  menjad i  t e t a p / t e r b u k t i  

ka r ena  t i d a k  diban t a h  o leh  t e r g ug a t  rekonpen s i  ada l a h  mengena i  

fak t a  bahwa  para  Pengguga t  rekonpen s i  dan  Pengguga t  In t e r v e n s i  

ada l a h  sebaga i  ah l i   war i s   da r i   P-   Suna ryo   Sa tu j o  yang  

berhak   mewar i s   a t a s  har t a  pen i ngga l a n n y a ,  o leh  karen any a  

pe t i t um  bu t i r   2  guga t  rekonpen s i  menuru t  Maje l i s   be r a l a s a n  

un tuk  dikabu l k a n ;

Menimbang ,   bahwa   ha l - ha l   yang   be lum   menjad i   t e t a p  

karena  d iban t a h   oleh  Terguga t  Rekonpens i  ada l a h  mengena i  soa l  

apakah  t anah  sengke t a  t e rmasuk  da l am  SHM  No.  4999  mi l i k  

Terguga t  Rekonpen s i  a t aukah  t anah   sengke t a  rne r up ak an  Hak  

Mil i k   da r i   pa r a  Pengguga t  Rekonpen s i  dan  Pengguga t  In t e r v e n s i  

yang  dipe r o l e h  karena  war i s  dar i  kakek / b uyu t  P.  Suna ryo  Sa tu j o ? ;

Menimbang ,  bahwa  sebaga imana  t e l a h  d ipe r t i r n b a n g k a n  da l am  

konpens i  sepe r t i  t e r s e b u t  d i a t a s  dan  da l am  per t imbangan  

Rekonpen s i  in i   d iamb i l  a l i h   un tuk  d i j a d i k a n  per t imbangan  da l am  

guga t  Rekonpens i  t e l a h  d inya t a k a n  bahwa  SHM No 4999  ada l a h  t i d a k  

sah  dan  t i d a k   mempunya i   kekua t a n   hukum   yang   rneng i k a t  

kar ena  berda s a r k a n  ke t e r a n g a n  saks i - saks i   dan  buk t i   su r a t -
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su r a t  yang  d ia j u k a n  p ihak - pihak ;  Maje l i s   be rke s impu l a n  SHM No.  

4999  lua s ny a  te r d a p a t  kesa l a h a n  da l am  penguku r a n  dan  penun j uk an  

ba t a s - ba t a s  seh i ngg a  SHM  No.  4999  yang  semula  di a j u k a n  

berda s a r k a n  ku t i p a n   pe tok  C.No .388 t r ,  pe r s i l  68 ,  Klas   S. I I  

lua s  2110  M2 menjad i  lua s  3 .103  M2(ke l e b i h a n  993  M2)  o leh  

karenany a  su r a t  ukur / g amba r  s i t u a s i  No.  3068 / 1994  t angga l  13  

Ju l i  1994  menjad i k a n  buk t i  P- 2  rnen j a d i  t i d a k  sah  dan  caca t  

hukum yang  ak ib a t  hukumnya  SHM No.  4999  t i d a k  sah  pu l a - dan  t i d a k  

mempunya i  kekua t a n  hukum yang  mengika t  ;

Menimbang ,  bahwa  dar i   ke t e r a n g a n  saks i - saks i  Pengguga t  

Rekonpen s i  dan  Pengguga t  In t e r v e n s i  t anah  B.  Maryam yang  di j u a l  

kepada  Pengguga t  ouk t i   P- 3)  l e t a k ny a  be l a k ang  t anah  yeyen  bukan  

d ibe l a k a ng / d i s e b e r a h  se l a t a n  tanah  mil i k  P.   Suna ryo  Sa tu j o  dan  

t e r a n g a n  saks i  in i   d idukung / s e z u a i  dengan  buk t i  T- 4  seh i ngg a  

adanya  ke l e b i h a n  tanah  se l u a s  3 .103  M2  yang   t e r d a p a t  da l am  SHM 

No.   4999   (buk t i   P- 1)   di s amp ing  ber t e n t a n g a n  dengan  hukumnya  

juga  ke l e b i h a n  t e r s e b u t  di l u a r  ba t a s  kewa i a r a n ,  o l eh  karen anya  

berda s a r k a n  fak t a  t e r s e b u t  dia t a s  Maje l i s   be rpendap a t  t anah  

obyek   i engke t a   ada l a h  sah  sebaga i  mi l i k   Pengguga t  Rekonpens i  

dan  Pengguga t  In t e r v e n s i  se l a ku  ah l i  war i s  dar i  P .  Suna ryo  

Sa tu j o  ;

Menimbang ,  bahwa  berda s a r k a n  se l u r u h  per t imbangan  d ia t a s ,  

t e r n y a t a  Pengguga t  Rekonpens i   dengan   bu l : t i   yang   dia j u k a n  

t e l a h   berha s i l   mernbuk t i k a n   da l i l   guga t a n   un tuk  sebag i a n ,  

sedangkan  pe t i t um   bu t i r   ke   5   guga t a n  Rekonpens i   ol eh  

karena  sya r a t - sya r a t  yang  d i a t u r   da l am   SEMA  No.  1 /2005  t i d a k  

d ipenuh i   ol eh   Pengguga t  Rekopens i  maka  pe t i t um  te r s e b u t  t i d a k  

bera l a s a n  hukum dan  d inya t a k a n  d i t o l a k ;

Menimbang ,   bahwa  mengena i  b iaya   yang  t imbu l   da l am  

perka r a  in i   ba ik   da l am  Reponpens i  maupun  Rekonpens i  se l u r u hny a  

d ibebankan  kepada  Pengguga t  Konpens i / T e r g u g a t  Rekonpens i  yang  

jumlahnya  sepe r t i  t e r c a n t um  da l am  amar  d ibawah  in i ;

Menginga t  akan  ke t e n t u a n  hukum yang  ber l a k u  ;

MENGADILI

Dalam Ekseps i  :

− Menya t ak an  Ekseps i  dar i  Terguga t  I  dan  Terguga t  I I  d i t o l a k ;

Dalam Konpens i  :
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− Menolak  guga t a n  Pengguga t  Konpens i  asa l  un tuk  se l u r u h ny a ;

− Mengabu l k a n  Pengguga t  In t e r v e n s i  un tuk  sebag i a n ;

− Menya t ak an  Pengguga t  In t ewens i   dan  Terguga t  I   da l am  

konpens i   ada l a h  ah l i   war i s   da r i  P .  Suna ryo  Sa tu j o ;

− Menya t ak an  sah  menunr t  hukum  tanah  sengke t a  ada l a h  tamh  

mil i k   P-  Suna ryo   Sa tu j o   yang  t e r c a t a t  da l am  pe tok  C 

1109 ,  per s i l  75 ,  Klas  D.I ,  lua s  750  M2 ;

− Dalam Rekonpens i  :

− Mengabu l k a n  guga t a n  Pengguga t  Rekonpens i  un tuk  sebag i a n ;

− Menya t ak an  bahwa  Para  Pengguga t  Rekopens i  t e r k e c u a l i  

Pengguga t  I  Rekonpen s i / T e r g u g a t  I  Rekonpens i  ada l a h  ah l i  

war i s  da r i  P .  Suna ryo  Sa tu j o ;

− Menya t ak an  bahwa  SHM  No.   4999  An  Pengguga t  

Konpens i / T e r g u g a t  Rekonpens i  dengan  gambar  s i t u a s i  No.  

3068 /1994  t angga l  13  Ju l i  1994  dengan  lua s  3 .103  M2 t i d a k  

sah  dan  caca t  hukum  karena   ke l eb i h a n   lua s   t anah   yang  

d ida l amnya   t e rmasuk   t anah   sengke t a  mil i k  Pengguga t  

Rekonpen s i / T e r g u g a t  Konpens i  dan  Pengguga t  In t e r v e n s i ;

− Menya t ak an  bahwa  tanah  sengke t a  dengan  ba t a s - ba t a s  :

Uta r a :  Ja l a n  Sen to t  Prawi r od i r j o  ;

Timur :  Tanah  mil i k  Mulyo t e j o  ;

Se l a t a n :  Tanah   Fle r r n a n   Rahar j a

Bara t :  Tanah   makam   ke lu a r g a   P.   Suna ryo  

Sa tu j o   dan  Er f an   ;

Dalam Konpens i  dan  Rekonpens i  :

− Membebankan   bi aya   yang   t imbu l   da l am   perka r a   in i  

sebe s a r  Rp.   409 .000 , -   (Empa t  ra t u s  sembi l a n  r i bu  rup i a h )  

se l u r u hny a  kepada  Pengguga t   Konpens i / T e r g u g a t  Rekonpens i ;

Demik i a n l a h  d ipu t u s k a n  da l am  musyawarah  Maje l i s  Hakim  

Pengad i l a n  Neger i  Jember   pada   har i   KAMIS,   t angga l   7  

Desember   2006 .   ol eh   kami   :   H.   ARIF  SUPRATMAN,   SH.MH. ,  

sebaga i  Hakim  Ketua   Sidang ,  WEDHAYATI,  SH.   Dan  POERNOMO  AMIN 

TJAHJO,   SH.  dan  mas ing - mas ing  sebaga i  Hakim  Anggo t4   pu tu s a n  

mana  diuc apkan  da l am  s id ang  yang  te r b uk a  un tuk  umum pada  har i ,  

KAMIS,   t angga l  2 l  Desember  2006  ol eh   Maje l i s  Hakim  te r s e b u t ,  

dengan  d iban t u  o leh   DJATIMURNI,  Sm.Hk.  Pan i t e r a   Penggan t i  
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se r t a   d ihad i r i   ol eh   Kuasa   Pengguga t   Konpens i ,   Pengguga t  

da l am   in t e r v e n s i  un tuk  d i r i  send i r i  dan  se l a k u  kuas a  dar i  

Pengguga t  da l am  In t e r v e n s i  I I  s / d  V t anpa  dihad i r i  o leh  Kuasa  

Para  Terguga t  Konpens i  ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

WEDHAYATI,  SH. H.   ARIF SUPRATMAN,  SH.MH.

POERNOMO AMIN TJAHJO,  SH.

PANITERA PENGGANTI,

DJATIMURNI,  Sm.Hk.
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